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WAL I KOTA GORONTALO 

PROVINSI OORONTALO 

P E R A T U R A N W A L I KOTA OORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2023 

TENTANO 

P E R J A L A N A N D I N A S D I L I N G K U N G A N P E M E R I N T A H j ' I N 

K O T A O O R O N T A L O 

D E N G A N RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

WAL I KOTA 0 0 R 0 N 1 : A L 0 , 

bahwa dalam rangka efektifitas dan el is iensi dan 

penyelenggaraan u r u s a n pemer intahan daerah s e s u a 

dengan tu juan dan a r a h kebi jakan pembangunan daerah 

sa lah sa tunya adala l i pe laksanaan perjalanar 

d inas sebagai bentuk dar i koordinasi , konsul tas 

dan evaluasi baik dengan Pemerintah Pusa t 

Kementer ian/Lembaga, I 'emerintab Daerah la innyt 

m a u p u n antar S a t u a n Ker ja Perangkat Dgierab s esua . 

dengan kebutuhan ; 

bahwa agar pe laksanaan per ja lanan dinas lebih 

bermanfaat, terarab dan memenubi ki i idab-kaidal: . 

pengelolaan keuangan daerah, per lu mengatur ketentuar. 

pe laksanaannya ; 

babwa berdasarkan pert imbangan sebagaimami 

d imaksud dalam h u r u f a dan h u r u f b per lu menetapkan 

Peraturan Wal i Kota Gorontalo tentang Per ja lanan Dina$ 

di L ingkungan Pemer intahan Kota Gorontalo. 

Undang-Undang Nomor 29 T a b u n 1959 tentang 

Pembentukain Daerab-dai^raib T ingkat I I di Su lawes i 

(Lembarain Negara Republ ik Indonesia Taibun 195^ 

Nomor 74, Tambabain li^embaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 1822); 

b. 

c. 

1. 

  

    

WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN 

Menimbang : a. 
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Mengingat 2 ek, 

KOTA GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi dan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai 

dengan tujuan dan arah kebijakan pembangunan daerah, 

salah satunya adalah pelaksanaan perjalanan 

dinas sebagai bentuk dari koordinasi, konsultasi 

dan evaluasi baik dengan Pemerintah Pusat, 

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah lainnya 

maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai 

dengan kebutuhan, 

bahwa agar pelaksanaan perjalanan dinas lebih 

bermanfaat, terarah dan memenuhi kaidah-kaidah 

pengelolaan keuangan daerah, perlu mengatur ketentuan 

pelaksanaannya, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Perjalanan Dinas 

di Lingkungan Pemerintahan Kota Gorontalo. 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822),
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Undang-Undang Nomor 38 T a h u n 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a b u n 2000 Nomor 258, Tambaban 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ; 

Undang-Undang Nomor 17 T a b u n 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a b u n 2003 Nomor 47 , Tambabsm Lembi i ran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 4286) ; 

Undang-Undang Nomor 1 T a b u n 2004 tentang 

Perbendabaraan Negara (Lembaran Negaia Republik 

Indonesia T a b u n 2004 Nomor 5, Tambaban Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4355) ; 

Undang-Undang Nomor 15 T a b u n 2004 tentang: 

Pemer iksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tabun 

2004 Nomor 66, Tambaban Lembaran Negaira Republik; 

Indonesia Nomor 4400) ; 

Undang-Undang Nomor 5 T a b u n 2014 tentemg; 

Aparatur Sip i l Negara (Lembaran Negara Republik; 

Indonesia T a b u n 2014 Nomor 6, Tambaban Lembarar 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5494) ; 

Undang-Undang Nomor 23 T a b u n 2014 tentang; 

Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republik; 

Indonesia T a b u n 2014 Nomor 244, Tambaban Lembarar . 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimant. 

telab diubab beberapa k:ali terakbir dengan Undang-

Undang Nomor 1 T a b u n 2022 tentang Hubungar. 

Keuangan an ta ra Pemerintah Pusat dan Pemerintabar. 

Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesk. 

Ts ibun 2022 Nomor 4, Tambaban Lembaran Negarti 

Republ ik Indonesia Nomor 6757) ; 

Undang-Undang Nomor 1 T a b u n 2022 tentang Hubungar i 

Keuangan an ta ra Pemerintah Pusa t dan Pemer intahan 

Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a b u n 2022 Nomor 4, Tambaban Lembi i ran Negar^ 

Republ ik Indonesia Nomor 6757) ; 
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) , 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400), 

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757),
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9. Pera turan Pemerintah Nomor 55 T a h u n 2005 tentang 

D a n a Per imbangan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a b u n 2005 Nomor 137, Tambaban Lembi i ran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 4575) ; 

10. Pera turan Pemerintah Nomor 56 T a b u n 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a b u n 2005 Nomor 138, Tambaban 

Lembaran Negara Repuhilik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telab diubab dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 T a b u n 2010 (Lembaran Negaim Republik 

Indonesia T a b u n 2010 Nomor 110, Tambaban Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5155) ; 

1 1 . Pera turan Pemerintah Nomor 18 T a b u n 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Admir istrat i f P impinan dan Anggota 

Dewan Perwak i lan Rakyett Daerah (Lembsiran Negara 

Republ ik Indonesia Tabun 2017 Nomor 106, Tambaban 

Lembaran Negara Republik; Indonesia Nomor 6057); 

12. Pera turan Pemerintah Nomor 12 T a b u n 2019 tentang; 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a b u n 2019 Nomor 42 , Tambabar i 

Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 6322) ; 

13. Peraturan Presiden Nomor 33 T a b u n 2020 tentang 

Standar Harga Sa tuan Regional. 

14. Pera turan Menteri Da l am Negeri Nomor 77 T a b u n 2O20 

tentang Pedoman Tekn i s Rsngelolaan Keuangan Daerah ; 

15. Pera turan Daerah Nomor 10 T a b u n 2Ci22 tentang; 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembeiran Daerat 

T a b u n 2022 Nomor 10, Tambaban Lembgiran Daerat 

T a b u n 2022 Nomor 242) . 

M E M U T U S K A N : 

P E R A T U R A N WAL I KOTy^ GORONTALO T E N T A N G 

P E R J A L A N A N DINAS D I L INGKUNGAN PEMIERINTAHAN 

KOTA GORONTALO 

  

| 
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ASISTEN £         4     

Menetapkan : 

1 

LO. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

3 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575), 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155), 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 6322), 

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Tahun 2022 Nomor 242). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN  WALI KOTA GORONTALO TENTANG 

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN 

KOTA GORONTALO
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B A B I 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

Da l am Pera tu ran Wal i Kota in i yang dimaksuci dengan : 

1. Daera l i ada lah Kota Gorontalo. 

2. Pemerintah Daerah ada lah Wal i Kota dan Perangkat Daerah sebagai 

u n s u r penyelenggara Pemer intahan Daerah . 

3. Kepala Daerah ada lah Wal i Kota Gorontaio. 

4. Pejabat Negara ada lah Wal i Kota dan Waldl Wal i Kota. 

5. Pejabat Daerah adalah u n s u r penyelengg;ara pemerintahan daerah Kotsi 

Gorontalo. 

6. P impinan Dewan Perwaki lan Rakya t Daerah yang se lan jutnya d is ingka 

P impinan D P R D ada lah Ke tua dan Wak i l -Wak i l K e tua Dewan 

Perwaldlan Rakya t Daerah Kota Gorontalo. 

7. Anggota Dewan Perwaki lan Rakya t Dae iab yang se lanjutnya disingkai 

Anggota D P R D adalah Anggota Dewan Pi^rwakilan Rakya t Daerah Kotei 

Gorontalo. 

8. Tenaga Abl i F r a k s i D P R D adalah Tenaga ah l i yang di tempatkan di f raks i 

yang menguasai bidang pemer intahan dan tugas ser ta fungsi D P R D 

yang dapat member ikan saran/pert imbangan kepada f raks i D P R D 

terkait dengan tugas dan wewenemg da lam penj^elanggaraan 

pemer intahan daerah. 

9. T i m /ibli D P R D ada lah T i m ab l i a lat kelengkapan D P R D y a n i 

menguasai bidang tertentu sesua i dengan spesia l isas i yang terkaij: 

dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi D P R D . 

10. K e r u k u n a n Ke luarga Anggota D P R D yang se lan jutnya disebut K K A p 

adalahi organisasai ysmg beranggotsikan is t r i - i s t r i smggota D P R D . 

1 1 . Pegawai Aparatur S ip i l Negara (Pegawai ^.SN) ada lah pegawiii negeri s ipi i 

dan pegawai pemerintah dengan per jar j ian ker ja yang diangkat oleh 

pejabat pembina kepegawaian dan diserabi tugas da lam s u a t u j aba tan 

pemer intahan a tau diserabi tugas negara l a innya dan digajji 

berdas;arkan peraturan perundang-undangan. 5 

-4- 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

L, 

PN 

10. 

  

T 

    
  

  

          

Daerah adalah Kota Gorontalo. 

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

Kepala Daerah adalah Wali Kota Gorontalo. 

Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

Pejabat Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota 

Gorontalo. 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo. 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Goronralo. 

Tenaga Ahli Fraksi DPRD adalah Tenaga ahli yang ditempatkan di fraksi 

yang menguasai bidang pemerintahan dan tugas serta fungsi DPRD 

yang dapat memberikan saran/pertimbangan kepada fraksi DPRD 

terkait dengan tugas dan wewenang dalam penyelanggaraan 

pemerintahan daerah. 

Tim Ahli DPRD adalah Tim ahli alat kelengkapan DPRD yang 

menguasai bidang tertentu sesuai dengan spesialisasi yang terkait 

dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD. 

Kerukunan Keluarga Anggota DPRD yang selanjutnya disebut KKAD 

adalah organisasai yang beranggotakan istri-istri anggota DPRD. 

Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil 

dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 

pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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12. Pengikut Pejabat tertentu adalab orang yang b u k a n pejabat negara, 

dain/atau b u k a n Pegawai ASN karena sifat penugasan dan a t au kairena. 

adanya bak -bak protokoler dar i pejabat tertentu dapat ditunjuh: 

mendampingi da lam pe laksanaan per ja lanan d inas . 

13. Per ja lanan D inas adalab per jalanan d inas j aba tan yang d i l akukan oleh 

Pejabat Negara, Pejabat Daerab, Apara tur Sip i l Negara dan jDibak l a in . 

14. Per ja lsnaan D inas L u a r Negeri adedab per ja lanan d inas yang d i lakukar . 

ke lua r wi layab Negara Kesa tuan Republ ik Indonesia. 

15. Per ja lanan D inas Dailam Negeri adal i ib per ja lanan ke luar tempat 

kedudukan yang d i l a k u k a n da lam w i l a j a b Negara Kesa tuan Republik: 

lndon€!sia u n t u k kepentingan pemerintahan daerab. 

16. Per ja lanan D inas L u a r Kota D a l a m Provinsi adalab per ja lanan d inas k<; 

luar Kota Gorontado di da lam wi layab Provinsi Gorontalo. 

17. Per ja lanan D inas Da l am Kota adalab perjalanam dinas dar i tempat 

tugas ke lua r tempat la in di da lam wi layab Kota Gorontalo. 

18. Lumpj jum adalab j u m l a b uamg yang telab dibitung terlebib dabu lu 

(pre-coiculated amount) dan d ibayarkan sekal igus. 

19. B i a y a r i i l adalEib b iaya yang d ike luarkan sesua i dengan buk t i 

pengeluaran yang sab. 

20. Uang Har i an adalab uang yang d iber ikan u n t u k menunjang kebutuban 

yang me laksanakan per ja lanan d inas, ba ik sebelum dan sesudah 

m a u p u n se lama pe laksanaan kegiatan pejrjalanan d inas dan d ibayarkan 

secara lumpsum. 

2 1 . Uang ]<ontribusi adalab sebagian dar i l u m p s u m yang ditanggung p iba l : 

la in a t au d ibayarkan secara tersendir i k:epada p ibak lean seperti b iaya 

m a k a n , penginapan/akomodasi . 

22 . Uang representasi adalab tambaban b iaya da lam rangka kepatutan 

j aba tan . 

23 . B i a y a Pemeriksaein kesebatan adalab biaya yang d iber ikan kepadri 

pe laksana per ja lanan dinas da lam rangka protokol kesebatan yang 

diwajilokan ka r ena adanya gejala wabab vims tertentu. 

24 . Sura t Per intab Per ja lanan D inas yang se lan jutnya disingkat SPPD 

adalahi Su ra t Perintab kepada Pejabat Negara, P impinan dan Anggota 

Dewan Perwaki lan Rakya t Daerab, Pegtiwai ASN, Pegawai Pemerintab 
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

2 hu. 

22, 

23. 

24. 
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Pengikut Pejabat tertentu adalah orang yang bukan pejabat negara 

dan/atau bukan Pegawai ASN karena sifat penugasan dan atau karena 

adanya hak-hak protokoler dari pejabat tertentu dapat ditunjuk 

mendampingi dalam pelaksanaan perjalanan dinas. 

Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh 

Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain. 

Perjalanaan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan 

ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat 

kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. 

Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas ke 

luar Kota Gorontalo di dalam wilayah Provinsi Gorontalo. 

Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas dari tempat 

tugas ke luar tempat lain di dalam wilayah Kota Gorontalo. 

Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu 

(pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus. 

Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti 

pengeluaran yang sah. 

Uang Harian adalah uang yang diberikan untuk menunjang kebutuhan 

yang melaksanakan perjalanan dinas, baik sebelum dan sesudah 

maupun selama pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dan dibayarkan 

secara lumpsum. 

Uang kontribusi adalah sebagian dari lumpsum yang ditanggung pihak 

lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya 

makan, penginapan /akomodasi. 

Uang representasi adalah tambahan biaya dalam rangka kepatutan 

jabatan. 

Biaya Pemeriksaan kesehatan adalah biaya yang diberikan kepada 

pelaksana perjalanan dinas dalam rangka protokol kesehatan yang 

diwajibkan karena adanya gejala wabah virus tertentu. 

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD 

adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai ASN, Pegawai: Pemerintah
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dengaii Perjanj ian Ker ja , Sta f Ah l i F r a k s i D P R D , T im/Paka i " Ah l i D P R D 

Pengikut Pejabat Ter tentu dan Tenaga Penunjang Kegiatan Daerahi 

u n t u k me l aksanakan per ja lanan d inas . 

25 . Tempat Kedudukan adalab tempat s a tuan ker ja/uni t ker ja loerada. 

26. Tempat tu juan adalab tempat/daerab yang menjadi tempat tu juan 

perjalEinan d inas . 

B A B I I 

RUANG L I N G K U P 

Pasa l 2 

Ruang linglcup Pera turan Wal i Kota in i mel iputi : 

a . azas u m u m ; 

b. pe laksana dan j en i s per jalanan d inas ; 

c. kewenangan persetujuan dan menandatangani sura t perintab tugas dan 

sura t perintab perjaleman dinas; 

d. b iaya dan s is t im pembayaran biaya per jalanan d inas; 

e. pertanggungjawaban perjalanan dinas. 

Bag ian Per tama 

Azas U m u m 

Pasa l 3 

(1) Pe laksanaan per ja lanan dinas agar memjDerbatikan azas u m u m , ya i tu : 

a. selektif; 

b. tertib; 

c. tasit pada peraturan perundang-undangan; 

d. relevan; 

e. efektif efisien; 

f. ekonomis; 

g. t ransparan , dan 

b. dapat dipertanggungjawabkan. 

25. 

2p. 

—- ix 

dengan Perjanjian Kerja, Staf Ahli Fraksi DPRD, Tim/Pakar Ahli DPRD, 

Pengikut Pejabat Tertentu dan Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah 

untuk melaksanakan perjalanan dinas. 

Tempat Kedudukan adalah tempat satuan kerja/unit kerja berada. 

Tempat tujuan adalah tempat/daerah yang menjadi tempat tujuan 

perjalanan dinas. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi : 

a. 

b. 

(1) 

  

  

  

  

        

azas umum, 

pelaksana dan jenis perjalanan dinas, 

kewenangan persetujuan dan menandatangani surat perintah tugas dan 

surat perintah perjalanan dinas, 

biaya dan sistim pembayaran biaya perjalanan dinas, 

pertanggungjawaban perjalanan dinas. 

Bagian Pertama 

Azas Umum 

Pasal 3 

Pelaksanaan perjalanan dinas agar memperhatikan azas umum, yaitu : 

a. selektif: 

b. tertib, 

Cc. taat pada peraturan perundang-undangan, 

d. relevan: 

e. efektif efisien: 

f. ekonomis, 

g. transparan, dan 

h. dapat dipertanggungjawabkan.
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(2) Selektif sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b u m f a, adalah. 

perjals.nan d inas yang d i l aksanakan berdasarkan s k a l a ]3rioritas dar 

berkai tan dengan penyelenggaraan pemerintaban. 

(3) Tert ib sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b u m f b, adalah 

perjalanan dinas di laikukan t idak mengganggu ke lancaran pelayanar 

publ ik, j angka w a k t u penugasain j'^ang t idak tumpang tindih. 

dengan per ja lanan d inas yang la in , serta d idukung bukt i -bukt i yang 

dapat 'dipertanggungjawabkan dan d i sampa ikan secara tep»at w a k t u . 

(4) Taat ]Dada peraturan pemndang-undaagan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) b u m f c, adalab perjeilanan dinas b a m s c i l aksanaka r 

berpedoman pada peraturan pemndang-undangan. 

(5) Relevan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b u m f d, adalah 

perjalanan d inas berkesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi serta 

tugas pemerintaban. 

(6) Efekti f dain efisien sebagaimana dimaiksud pada ayat (1) b u m f e, 

babwa pencapaiain bas i l dar i perjalanan dinas b a m s member ikar 

manfaat yang optimal mendukung percepatan target k iner ja 

menyelesa ikan permasa laban, menhigkatkan koordinasi sertg 

mempijroleb k lar i f ikas i dan informasi yang lebib akura t . 

(7) Ekonomis sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b u m f f, adalab babwa: 

a. J u m l a b ASN/pejabat l a i nnya/unsur l a innya yang diper intabkan 

sesuai dengan kebutuban; 

b. Rute dan j en i s alat angkutan yang d igunakan memperbitungkan 

w a k t u yang singkat dan biaya terendsib; 

c. J a n g k a w a k t u penugasan m e m p a k a n j u m l a b yang d ibutubkar 

u n t u k mendapatkan bas i l yang maks ima l . 

(8) Transpiaran sebagaimana d imaksud pada ayat (1) b u m f g, adalab 

pe laksanaan perjalanan dinas terintegrasi da lam program ap l ikas i 

Sistem Informasi Manajemen Perjalanar. D inas . 

(9) Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana d imaksud pada ayat (1 

b u m f b, adalab babwa per ja lanan d inas tersebut benar-benai 

d i l aksanakan yang d ibukt ikan dengan laporan bas i l per ja lanan dinag 

dan bukt i -bukt i yang sab la innya . 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(6) 

(7) 
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(8) 

(9) 

au 

Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah 

perjalanan dinas yang dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan 

berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. 

Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah 

perjalanan dinas dilakukan tidak mengganggu kelancaran pelayanan 

publik, jangka waktu penugasan yang tidak tumpang tindih 

dengan perjalanan dinas yang lain, serta didukung bukti-bukti yang 

dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tepat waktu. 

Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, adalah perjalanan dinas harus dilaksanakan 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

Relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah 

perjalanan dinas berkesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi serta 

tugas pemerintahan. 

Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, 

bahwa pencapaian hasil dari perjalanan dinas harus memberikan 

manfaat yang optimal mendukung percepatan target kinerja, 

menyelesaikan permasalahan, meningkatkan koordinasi serta 

memperoleh klarifikasi dan informasi yang lebih akurat. 

Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah bahwa: 

a. Jumlah ASN/pejabat lainnya/unsur lainnya yang diperintahkan 

sesuai dengan kebutuhan, 

b. Rute dan jenis alat angkutan yang digunakan memperhitungkan 

waktu yang singkat dan biaya terendah, 

c. Jangka waktu penugasan merupakan jumlah yang dibutuhkan 

untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah 

pelaksanaan perjalanan dinas terintegrasi dalam program aplikasi 

Sistem Informasi Manajemen Perjalanan. Dinas. 

Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf h, adalah bahwa perjalanan dinas tersebut benar-benar 

dilaksanakan yang dibuktikan dengan laporan hasil perjalanan dinas 

dan bukti-bukti yang sah lainnya.



r't 

- 8 -

Bag ian Kedua 

Pe laksana dan J e n i s Per ja lanan D inas 

Paragraf 1 

Pe laksana Per ja lanan D inas 

Pasa l 4 

(1) Pe laksana per ja lanan d inas, y a k n i : 

a . Wal i Kota dan Wak i l Wal i Kota; 

b. P impinan dan Anggota D P R D ; 

c. Pejabat P imp inan Tinggi P ra tama dan Pejabat FungsionEil Utama; 

d. Pejabat Administrator, Pejabat Fungs:ional Madya dan Pl'^S Golongan 

IV/'c keatas; 

e. Pejabat Pengawas, Pejabat Fungs i cna l Per tama dan Fungs iona l 

Muda; 

f. Ke]pala F K T P , PNS Golongan I V / a dan Golongan IV/b; 

g. PNS Golongan I , PNS Golongan I I dan PNS Golongan I I I ; 

b. Pegawai Pemerintab dengan Perjanj ian Ker ja (PPPK); 

i . Ke^ua, Wak i l K e tua dan anggota T i m Penggerak P K K di L ingkungan 

Pemerintab Kota Gorontalo; 

j . Ke tua , Wak i l Ke tua dan Anggota K K A D ; 

k. Ketua , Wak i l K e tua dan anggota D b a r m a Wani ta di L ingkungan 

uue 

AIRB 

BOM 

Pemerintab Kota Gorontalo; 

1. Pengurus dan anggota organisasi/lembaga keagamaan, 

kemasyaraka tan , kepemudaan dan masyaraka t yang memperoleh 

a lokas i anggaran perjalanan d inas mela lu i A P B D ; dan 

m. Pengikut Pejabat tertentu. 

(2) Ke tua dan Wak i l Ke tua T i m Penggerak P K K , Ke tua dan Wak i l Ke tua 

KKAD, Ke tua dan Wak i l Ke tua D b a r m a Wani ta Kota Gorontalo 

sebagidmana d imaksud pada ayat (1) buru f i , b u r u f j dan b u r u f k 

mendgipatkan b iaya per jalanan dinas yang d ipersamakan dengail 

pejabat administrator. 

(3) Pegawai Pemerintab dengan Perjanj ian Ker ja , anggota T i m Penggerak 

P K K , Anggota K K A D , anggota Dbarma. Wan i ta Kota Gorontalo dari 

(1) 

  

    

  #a
fa
r|
ag
 

T
j
 

T
P
       (2) 

(3) 

Sea 

Bagian Kedua 

Pelaksana dan Jenis Perjalanan Dinas 

Paragraf 1 

Pelaksana Perjalanan Dinas 

Pasal 4 

Pelaksana perjalanan dinas, yakni : 

a. 

b. 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota, 

Pinipinan dan Anggota DPRD, 

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Utama, 

Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Madya dan PNS Golongan 

IV/c keatas, 

Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Pertama dan Fungsional 

Muda, 

Kepala FKTP, PNS Golongan IV/a dan Golongan IV/b, 

PNS Golongan I, PNS Golongan II dan PNS Golongan III, 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK): 

Ketua, Wakil Ketua dan anggota Tim Penggerak PKK di Lingkungan 

Pemerintah Kota Gorontalo, 

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KKAD, 

Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dharma Wanita di Lingkungan 

Pemerintah Kota Gorontalo, 

Pengurus dan anggota organisasi/ lembaga keagamaan, 

kemasyarakatan, kepemudaan dan masyarakat yang memperoleh 

alokasi anggaran perjalanan dinas melalui APBD, dan 

m. Pengikut Pejabat tertentu. 

Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua dan Wakil Ketua 

KKAD, Ketua dan Wakil Ketua Dharma Wanita Kota Gorontalo 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, huruf j dan huruf k 

mendapatkan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan 

pejabat administrator. 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, anggota Tim Penggerak 

PKK, Anggota KKAD, anggota Dharma Wanita Kota Gorontalo dan
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Pengums dan anggota organisasi/lembaga keagamaan, 

kemasyaraka tan , kepemudaan dan masyaraka t yang memperoleh 

a lokas i anggaran perjalanan dinas mela lui A P B D sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) b u r u f b, b u r u f i , b u r u f j , b u r u f k, dan b u r u f ] 

mendapatkan b iaya per ja lanan dinas yang d ipersamakan dengan 

pejabat pe laksana Golongan 111. 

(4) Pengikut pejabat tertentu sebagaimana d imaksud ayat (1) b u r u f m, 

ya i tu : 

a . An i^o ta F o r u m koordinasi p impinan daerab; 

b. T i m Advokasi Pemerintab Daerab; 

c. T i m pakar perencanaan penelit ian dan pengembangan; 

d. J u m B i c a r a Wal i Kota; 

e. A judan Wal i Kota dan Wak i l Wal i Kota; 

f. A judan Ke tua D P R D ; 

g. Sta f Abl i F r a k s i D P R D dan Kelompok Pakar D P R D ; 

b. Tenaga Penunjang Kegiatan Daerahi yang me l akukan perjanjian 

ker ja dengan Pengguna Anggaran a t au K u a s a Pengguna Anggaran 

da lam pencapaian sa sa ran program kegiatan; 

i . Pejabat/Pegawai ins tans i ver t ika l l a innya yang d iminta untuk 

mendampingi Kepa la Daerab a t au perangkat daerab di i lam rangka 

ked inasan; 

j . Tenaga j u r n a l i s ; (usu lan DPRD) 

k. Pengurus lembaga l a innya yang d iminta u n t u k mendamping 

Pejabat da lam rangka ked inasan. 

Pasa l 5 

(1) Pengikut pejabat tertentu sebagaimana d imaksud pada Pasial 4 ayat (4] 

b u r u f a mendapatkan biaya perjalangin d inas yang d ipersamakar 

dengan pejabat p impinan tinggi pra tama; 

(2) Pengikut pejabat tertentu sebagaimana d imaksud pada Pas;al 4 ayat (4] 

b u r u f b, b u r u f c, b u r u f d, b u r u f e, b u r u f f, b u r u f g, b u r u f h dan b u r u f j 

mendapatkan b iaya per ja lanan d inas yang d ipersamakan dengan PNS 

Golongan I I I . 

(4) 
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Pengurus dan anggota organisasi/ lembaga keagamaan, 

kemasyarakatan, kepemudaan dan masyarakat yang memperoleh 

alokasi anggaran perjalanan dinas melalui APBD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf 1 

mendapatkan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan 

pejabat pelaksana Golongan III. 

Pengikut pejabat tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf m, 

yaitu: 

a. Anggota Forum koordinasi pimpinan daerah, 

b. Tim Advokasi Pemerintah Daerah, 

c. Tim pakar perencanaan penelitian dan pengembangan, 

d. Juru Bicara Wali Kota, 

e. Ajudan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, 

f. Ajudan Ketua DPRD, 

g. Staf Ahli Fraksi DPRD dan Kelompok Pakar DPRD, 

h. Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah yang melakukan perjanjian 

kerja dengan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran 

dalam pencapaian sasaran program kegiatan, 

i. Pejabat/Pegawai instansi vertikal lainnya yang diminta untuk 

mendampingi Kepala Daerah atau perangkat daerah dalam rangka 

kedinasan, 

j. Tenaga jurnalis, (usulan DPRD) 

k. Pengurus lembaga lainnya yang diminta untuk mendampingi 

Pejabat dalam rangka kedinasan. 

Pasal 5 

Pengikut pejabat tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) 

huruf a mendapatkan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan 

dengan pejabat pimpinan tinggi pratama, 

Pengikut pejabat tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) 

huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf j 

mendapatkan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan PNS 

Golongan III.
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(3) Pengikut pejabat tertentu sebagaimana d imaksud pada Pasa l 4 ayat (4| 

b u r u f i , pemberian b iaya per jalanan d inas d i sesua ikan dengan j aba tan 

a taupun kepangkatan yang melekat. 

Paragraf 2 

J e n i s Per ja lanan D inas 

Pasa l 6 

Perjedanan dinas terdiri dar i : 

a . Perjalginan D inas L u a r Negeri; 

b. Perjaleinan D inas Da l am Negeri; 

Pasa l 7 

Per ja lanamm dinas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 6 d i l aksanakan 

dalam rangka : 

a . Pe laksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerab; 

b. Mengilcuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis l a innya ; 

c. Pengumandaban (detasering); 

d. Mengh.adap majelis penguji kesebfitan Pegawai Negeri a t a u 

menghiadap seorang Dokter penguji kesebatan yang d i tunjuk untul^ 

mendgipatkan sura t keterangan ttmtang kesebata i inya gund 

kepentingan j aba tan ; 

e. Mempsroleb pengobatan berdasarkan Sura t Keterangan Dokter ka r ena 

mendgipat cedera pada w a k t u a tau ka r ena me l aksanakan tugas; 

f. Mendapatkan pengobatain berdasarkan Kepu tusan Majelis Penguji 

Kesebatan Pegawai Negeri; 

g. Penugasan u n t u k mengikut i Pendid ikan setaira Dip loma/S1 / 8 2 / S 3 ; 

b. Mengiloiti Pendid ikan dan Pelat iban fungsional dan teknis substanti f ; 

dan 

i . Pengawasan dam pemantauan lapamgan 5'̂ aing berkaiitan dengam kegiatan 

pemer iksaan APIP, Pengawasan D P R D dan Reses serta Optimadisasi 

Pendapatan As l i Daerab (PAD). 

nunuT 
MBUH 
HUOM 
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(3) Pengikut pejabat tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) 

huruf i, pemberian biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan jabatan 

ataupun kepangkatan yang melekat. 
l 

se 
una Paragraf 2 

y Jenis Perjalanan Dinas 
ASISTEN 

ma | Y Pasal 6 

! 
Perjalanan dinas terdiri dari : 

a. 

b. 

Perjalanan Dinas Luar Negeri, 

Perjalanan Dinas Dalam Negeri, 

Pasal 7 

Perjalananan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan 

dalam rangka : 

a. 

b. 

Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, 

Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya, 

Pengumandahan (detasering), 

Menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri atau 

menghadap seorang Dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk 

mendapatkan surat keterangan tentang kesehatannya guna 

kepentingan jabatan, 

Memperoleh pengobatan berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena 

mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas, 

Mendapatkan pengobatan berdasarkari Keputusan Majelis Penguji 

Kesehatan Pegawai Negeri, 

Penugasan untuk mengikuti Pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3, 

Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan fungsional dan teknis substantif, 

dan 

Pengawasan dan pemantauan lapangan yang berkaitan dengan kegiatan 

pemeriksaan APIP, Pengawasan DPRD dan Reses serta Optimalisasi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD).
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Pasa l 8 

Per ja lanan dinas L u a r Negeri sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 6 ayat (1| 

berpedoman pada ketentuan pera turan perundang-undangan. 

Pasa l 9 

Per ja lanan D inas Da l am Negeri sebagaimana d imaksud da lam F a s a l 6 ayat 

(2), terdir i dar i : 

a . per jakman dinas luar kota; 

b. perjalsLnan dinas lua r kota da lam provinsi ; 

c. perjalainan dinas da lam kota. 

Pasa l 10 

Per ja lanan D inas L u a r Kota sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 9 b u r u f a , 

u n t u k setiap ka l i penugasan min ima l 3 (tigsj ba r i dan maks ima l 6 (enam| 

ba r i t e rmasuk 1 (satu) ba r i sebelum dan 1 (satu) bar i setelab pe laksanaan 

kegiatan. 

Pasa l 11 

Dgdam ba l j u m l a b bar i per jalanan d inas melebibi j u m l a b bar i yang 

ditetapkgm da lam Sura t Tugas yang disebabkan keadaan dan kondisli 

tertentu yang b u k a n m e m p a k a n kesa laban/ke la la ian, pe laksana 

perjalgman d inas dapat d iber ikan tambaban uang bar i an , 

b iaya penginapan, uang representase dan b iaya taks i a t au sewa 

kendaraan . 

Tambgiban uang bar ian , b iaya penginapan, uang representase dan 

b iaya taks i a t au sewa kendaraan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

dapat d ibayarkan dengan me lampi rkan dokumen b e m p a : 

a. Sura t keterangain dar i penyedia j a s a transportas i la innya ; dan/a tau 

b. Sura t keterangan perpanjangan tugas dar i pemberi tugas. 

Be rdasa rkan dokumen sebagaimana d imaksud pada ayat (2), PA/KPA 

membebankan b iaya tambaban uang bar ian , biaya penginapan, uang 

representase dan sewa kendaraan pada DPA Perangkat Daerah 

berkenaan. 

(1) 

(2) 

1 aUKUT UEUH 

MSMi HUMN V 
KM 

(3) 

— 11 & 

Pasal 8 

Perjalanan dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 9 

Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Fasal 6 ayat 

(2), terdiri dari : 

a. 

b. 

Cc. 

perjalanan dinas luar kota, 

perjalanan dinas luar kota dalam provinsi, 

perjalanan dinas dalam kota. 

Pasal 10 

Perjalanan Dinas Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, 

untuk setiap kali penugasan minimal 3 (tiga) hari dan maksiraal 6 (enam) 

hari termasuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan 

kegiatan. 

(1) 

(2) 
  

    

  

            
Pasal 11 

Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang 

ditetapkan dalam Surat Tugas yang disebabkan keadaan dan kondisi 

tertentu yang bukan merupakan kesalahan/kelalaian, pelaksana 

perjalanan dinas dapat diberikan tambahan uang harian, 

biaya penginapan, uang representase dan biaya taksi atau sewa 

kendaraan. 

Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representase dan 

biaya taksi atau sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dibayarkan dengan melampirkan dokumen berupa : 

a. Surat keterangan dari penyedia jasa transportasi lainnya, dan/atau 

b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas. 

Berdasarkan dokumen sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), PA/KPA 

membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang 

representase dan sewa kendaraan pada DPA Perangkat Daerah 

berkenaan.
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(4) D a l a m ha l j u m l a h ha r i per ja lanan dinas; ku rang dar i j u m l a h ha r i y a n 

ditetajDkan da lam SPT, pe laksana perjalanan d inas h a r u ^ 

meng€;mbalikan kelebihan uang bar ian , b iaya penginapan, uanfe 

representasi dan b iaya t aks i a t au sewa kendaraan m e k J u i r e k e n m ; 

Bendahara Perangkat Daerab. 

Pasa l 12 

(1) Setiap Pejabat, Pegawai ASN dam Pengikut Pejabat tc;rtentu yan.i 

me laksanakan per ja lanan dinas luar kota diber ikan B i a y a T a k s i yang 

terdiri dar i : 

a . 

b. 

Keberangkatan : 

1. dar i tempat k edudukan asa l menu ju bandara. pelabuban 

terminal , a t au s t as iun u n t u k k(;berangkatan; 

2. dar i bandara , pe labuban, terminal , a t au stas iun kedatangaiji 

menu ju botel/tempat menginap; 

Saat pe laksanaan kegiatan : 

Da r i hotel tempat menginap ke lokas i kegiatan yang memer lukab 

transportasi , dapat d iber ikan b iaya moda transportas i pergi-pulang 

s<5cara r i i l (at (X>st) yang d idukung dengan bukt i pembayaran olel|i 

pe laksana per ja lanan dinas. 

c. Kepulangan : 

1. dar i Hotel menu ju bandara , pe labuban, terminal , a t au stasiui|i 

u n t u k keberangkatan; 

2. dar i bandara, pe labuban, terminal , a tau s tas iun kedatangaiji 

menu ju tempat kedudukan asa l . 

(2) B i a y a t aks i saat pe laksanaan kegiatan sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) b u r u f b ya i tu u n t u k tempat pe laksanaan kegiatan 

di Kota/Kabupaten yang sama. 

Pasa l 13 

(1) Dalam. rangka menunjang kegiatan ked inasan dan standar protokole -

per ja lanan dinas luar kota, Wal i Kota, Wak i l Wal i Kota dan P imp inan 

D P R D dapat me l akukan sewa kendaraan . 
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Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang 

ditetapkan dalam SPT, pelaksana perjalanan dinas harus 

mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang 

representasi dan biaya taksi atau sewa kendaraan melalui rekening 

Bendahara Perangkat Daerah. 

Pasal 12 

Setiap Pejabat, Pegawai ASN dan Pengikut Pejabat tertentu yang 

melaksanakan perjalanan dinas luar kota diberikan Biaya Taksi yang 

terdiri dari : 

a. Keberangkatan : 

1. dari tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, 

terminal, atau stasiun untuk keberangkatan, 

2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan 

menuju hotel/tempat menginap, 

b. Saat pelaksanaan kegiatan : 

Dari hotel tempat menginap ke lokasi kegiatan yang memerlukan 

transportasi, dapat diberikan biaya moda transportasi pergi-pulang 

secara riil (at cost) yang didukung dengan bukti pembayaran oleh 

pelaksana perjalanan dinas. 

Cc. Kepulangan : 

1. dari Hotel menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun 

untuk keberangkatan, 

2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan 

menuju tempat kedudukan asal. 

Biaya taksi saat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b yaitu untuk tempat pelaksanaan kegiatan 

di Kota/Kabupaten yang sama. 

Pasal 13 

Dalam. rangka menunjang kegiatan kedinasan dan standar protokoler 

perjalanan dinas luar kota, Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Pimpinan 

DPRD dapat melakukan sewa kendaraan.
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(2) Sewa kendaraan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) sudab termasuli : 

b iaya u n t u k pengemudi, baban bakar m inyak (BBM) dan pajak yang 

d ibayarkan berdasarkan bukt i r i i l . 

Pasa l 14 

Wal i Eb ta , Wak i l Wal i Kota , P impinan dan Anggota D P R D , Sekretar is 

Daera l i , Pejabat P impinan Tinggi Pra tama, Pejabat Administrator dan 

Pejabat Fungs iona l Madya yang me l aksanakan per ja lanan d inas lua i ' 

kota dengan menggunakan transportas i darat baik kendaraan d inas 

m a u p u n kendaraan pribadi, m a k a b iaya transpotas i banya diberikstri 

da lam bentuk b iaya baban bakar minj^ak, baik saat keberangkatan, 

se lama pe laksanaan kegiatan maupiun saat kepukingan yang 

d ibayarkan secara r i i l dengan me lampi rkan bukt i pembelian (s t ruki 

yang sab dar i Stas ion Pengisian B a b a n B a k a r U m u m ( S P B L ). 

Pemberian biaya B B M sebagaimana d imaksud ayat (1) penggunaannya 

ber landaskan pada azas kewajaran, relevan, efisien dan dapa ; 

diperti mggungj awabkan . 

Pasa l 15 

Per ja lanan dinas da lam rangka mengikut i Di ldat yang di laksaniakan mela lu i 

penyetoran b iaya kontr ibus i a tau ada pen iya taan penyelen§;gara babwa 

b iaya akomodasi dan transportas i ditanggung panit ia , m a k a banya a k a n 

diber ikan uang ba r i an Dik lat . 

Pasa l 16 

Per ja lanan d inas yang bersifat koordinaiif, s tud i banding dan/a tau 

konsul tat i f m a k s i m a l 3 (tiga) ba r i termasuk 1 (satu) ba r i sebelum dan L 

(satu) ban setelab pe laksanaan kegiatan kecua l i tempat tu juan yan j ; 

d ikunjungi lebib dar i 1 (satu) Instans i/Kementer ian . 

Pasa l 17 

P impinan perangkat daerab yang a k a n me la i : sanakan perjalansm dinas l u a : 

kota da lam rangka pendampingan agenda ker ja D P R D , baik oleb masing-

mas ing alat kelengkapan D P R D m a u p u n j iendampingan la innya , banya 

dapaX me\i^akilkan kepada 1 (satu) orang Pejabat yang d i tunjuk, j i k a 

P impinan pierangkat daerab berbalangan berangkat. 

PN Te 

(2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk 

biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak (BBM) dan pajak yang 

dibayarkan berdasarkan bukti riil. 

Pasal 14 

(1) Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD), Sekretaris 

Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Admiristrator dan 

Pejabat Fungsional Madya yang melaksanakan perjalanan dinas luar 

  
kota dengan menggunakan transportasi darat baik kendaraan dinas 

maupun kendaraan pribadi, maka biaya transpotasi hanya diberikan 
  

dalam bentuk biaya bahan bakar minyak, baik saat keberangkatan, 

  selama pelaksanaan kegiatan maupun saat kepulangan yang 

N
T
 

      an
 dibayarkan secara riil dengan melampirkan bukti pembelian (struk)   yang sah dari Stasion Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). 

  

  

—
a
 

(2) Pemberian biaya BBM sebagaimana dimaksud ayat (1) perggunaannya 

berlandaskan pada azas kewajaran, relevan, efisien dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Pasal 15 

Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Diklat yang dilaksanakan melalui 

penyetoran biaya kontribusi atau ada pernyataan penyelenggara bahwa 

biaya akomodasi dan transportasi ditanggung panitia, maka hanya akan 

diberikan uang harian Diklat. 

Pasal 16 

Perjalanan dinas yang bersifat koordinarif, studi banding dan/atau 

konsultatif maksimal 3 (tiga) hari termasuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 

(satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan kecuali tempat tujuan yang 

dikunjungi lebih dari 1 (satu) Instansi/Kementerian. 

Pasal 17 

Pimpinan perangkat daerah yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar 

kota dalam rangka pendampingan agenda kerja DPRD, baik oleh masing- 

masing alat kelengkapan DPRD maupun pendampingan lainnya, hanya 

dapat: mewakilkan kepada 1 (satu) orang Pejabat yang ditunjuk, jika 

Pimpinan perangkat daerah berhalangan berangkat.
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Pasa l 18 

(1) Per ja lanan d inas luar kota da lam provinsi sebagaimana dimaksud 

da lam Pasa l 9 b u r u f b u n t u k setiap ka l i penugasan maks ima l 3 (tiga' 

bar i t e rmasuk 1 (satu) bar i sebelum dan 1 (satu) ba r i setelah 

pe laksanaan kegiatan a t au sesua i dengan w a k t u penj^elenggaraar 

kegiatan. 

(2) Sa tu bar i sebelum dan sa tu bairi setelab pe laksana im kegiatar 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) tfdak ber laku u n t u k perjalanar 

d inas ke Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo U ta ra dar 

Kabupaten Bone Bolango. 

(3) Per ja lanan d inas lua r kota da lam provinsi yang menggunakar 

kendaraan dinas a t au pribadi t idak d ibayarkan b iaya t ransportas i tetap:, 

beinya diber ikan biaya pengganti baban bakar m inyak (BBM) dengar 

me lampi rkan bukt i pembelian (struk) yang sab dar i Stas ion Pengisiar 

B a b a n B a k a r U m u m (SPBU) . 

(4) Pemberian biaya B B M sebagaimana d imaksud ayat (3) per ggunaannyg. 

ber landaskan pada azas kewajaran, relevan efisien dan dapai; 

dipertanggungj awabkan . 

Pasa l 19 

(1) Per ja lanan dinas da lam kota sebagaimana d imaksud daiiam Pasa l 9 

b u m f o u n t u k setiap ka l i penugasan malcsimal 5 (lima) ba r i da lam s a t u 

rangka ian per ja lanan d inas, kecua l i per ja lanan d inas da lam rangk£. 

pemer iksaan oleb Inspektorat dan petuga.s pe laksana intensi f ikasi Pajat: 

Daera l i . 

(2) Pemberian biaya per jalanan d inas da lam rangka pemeriksaany 

pengaw^asan diber ikan uang bar iar . berdasarkan fungsi dar. 

tanggungjawab da lam pe laksanaan tugas dan d i tambi ibkan uang 

repres(3ntase u n t u k Pejabat P impinan Tinggi Pratama. 

Pasa l 20 

(1) Wal i Kota, Wak i l Wal i Kota dan Ke tua D P R D Kota Gorontalo da lam 

me laksanakan per ja lanan d inas ka r ena kedudukan protokolemyEi 

menghiamskan didampingi oleb suami/ i s t r i , m a k a biaya per ja lanan 

dinas suami/ i s t r i dapat d ibebankan psida rekening perjgJanan dinas 

masini^-masing. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 
  

    

  

  

        (1) 
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Pasal 18 

Perjalanan dinas luar kota dalam prcvinsi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 huruf b untuk setiap kali penugasan maksimal 3 (tiga) 

hari termasuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah 

pelaksanaan kegiatan atau sesuai dengan waktu penyelenggaraan 

kegiatan. 

Satu hari sebelum dan satu hari setelah pelaksanaan kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk perjalanan 

dinas ke Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan 

Kabupaten Bone Bolango. 

Perjalanan dinas luar kota dalam provinsi yang menggunakan 

kendaraan dinas atau pribadi tidak dibayarkan biaya transportasi tetapi 

hanya diberikan biaya pengganti bahan bakar minyak (BBM) dengan 

melampirkan bukti pembelian (struk) yang sah dari Stasion Pengisian 

Bahan Bakar Umum (SPBU). 

Pemberian biaya BBM sebagaimana dimaksud ayat (3) penggunaannya 

berlandaskan pada azas kewajaran, relevan efisien dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Pasal 19 

Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

huruf c untuk setiap kali penugasan maksimal 5 (lima) hari dalam satu 

rangkaian perjalanan dinas, kecuali perjalanan dinas dalam rangka 

pemeriksaan oleh Inspektorat dan petugas pelaksana intensifikasi Pajak 

Daerah. 

Pemberian biaya perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan/ 

pengawasan diberikan uang harian berdasarkan fungsi dan 

tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan ditambahkan uang 

representase untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. 

Pasal 20 

Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Gorontalo dalam 

melaksanakan perjalanan dinas karena kedudukan protokolernya 

mengharuskan didampingi oleh suami/istri, maka biaya perjalanan 

dinas suami/istri dapat dibebankan pada rekening perjalanan dinas 

masing-masing.



- 15 -

(2) B i a y a perjalanan dinas suami/ is ter i sebagaimana d imaksud pada ayal: 

(1) mel iput i uang bar i an dan b iaya transpiortasi. 

(3) Uang bar i an sebagaimana d imaksud pada ayat (2) sebesar uang bar ia r 

pejabat administrator. 

(4) B i a y a Transpor tas i sebagaimana d imaksud pada ayat (2) ke las tikel; 

d ipersamakan dengan pejabat yang didampingi. 

Pasa l 2 1 

(1) Sekretar is Daerab yang d i tugaskan mew£ikili Wal i Kota/Waki l Wab Kote. 

dapat d iber ikan fasi l i tas botel/penginapan dan representasi s e sua . 

fasi l i tas yang d idapatkan oleb Wal i Kota/Waki l Wal i Kota. 

(2) Pejabat P impinan tinggi P ra tama yang d i tugaskan mewaki l i Wal^ 

Kota/A Vaki l Wal i Kota dan Sekretar is Daerab diberil<:an fasi l i tas 

botel/]3enginapan dan representasi sesua i fasi l i tas yang d idapatkan 

oleb S<;kretaris Daerab; 

(3) Pemberian fasi l i tas botel/penginapain dain representasi sebagaimana; 

d imaksud pada ayat (1) dan ayat (2) t idak d iber ikan apabi la tugas 

mewaldl i adalab u n t u k mengikut i piendidikan/pelatiban, bimtek, 

konsul tas i , koordinasi dan studi banding. 

Pasa l 22 

(1) Anggota D P R D yang d i tugaskan mewaki l i P impinan D P R D diber ikan 

fasi l i tas botel/penginapan dan representasi sesua i yang d idapatkan 

oleb P impinan D P R D . 

(2) Pemberian fasi l i tas botel/penginapan dan representasi sebagaimana; 

MBUH 

HUG 4 
HIKUI I 

mm V 

d imaksud pada ayat (1) t idak d iber ikan apabi la tugas yang d iwak i lkan 

adalahi u n t u k mengikut i pendid ikan fielatiban, B imtek, Konsu l tas i , 

Koordinasi dan S tud i banding. 

Pasa l 23 

(1) Wal i Kota, Wak i l Wal i Kota dan Ke tua D P R D da lam me l aksanakan 

perjaJainan d inas ka r ena kedudukan protokolemya, dapat didampingji 

pading banyak 2 (dua) orang A judan dan 1 (satu) orang Sekertar is 

Pribadi . 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 
  

  

5 

  

  

      (1) 
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Biaya perjalanan dinas suami/isteri sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi uang harian dan biaya transportasi. 

Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar uang harian 

pejabat administrator. 

Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2| kelas tiket 

dipersamakan dengan pejabat yang didarnpingi. 

Pasal 21 

Sekretaris Daerah yang ditugaskan mewakili Wali Kota/Wakil Wali Kota 

dapat diberikan fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai 

fasilitas yang didapatkan oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota. 

Pejabat Pimpinan tinggi Pratama yang ditugaskan mewakili Wali 

Kota/Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah diberikan fasilitas 

hotel/penginapan dan representasi sesuai fasilitas yang didapatkan 

oleh Sekretaris Daerah, 

Pemberian fasilitas hotel/penginapan dan representasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan apabila tugas 

mewakili adalah untuk mengikuti pendidikan/pelatihan, bimtek, 

konsultasi, koordinasi dan studi banding. 

Pasal 22 

Anggora DPRD yang ditugaskan mewakili Pimpinan DPRD diberikan 

fasilitas hotel/penginapan dan representasi sesuai yang didapatkan 

oleh Pimpinan DPRD. 

Pemberian fasilitas hotel/penginapan dan representasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila tugas yang diwakilkan 

adalah untuk mengikuti pendidikan pelatihan, Bimtek, Konsultasi, 

Koordinasi dan Studi banding. 

Pasal 23 

Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD dalam melaksanakan 

perjalanan dinas karena kedudukan protokolernya, dapat didampingi 

paling banyak 2 (dua) orang Ajudan dan 1 (satu) orang Sekertaris 

Pribadi.
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(2) K h u s u s u n t u k per ja lanan dinas Wal i Kota, Wak i l Wal i Kota dan Ketua 

D P R D yang menggunakan kendaraan d inas u n t u k j a r a k d^mpuh lebih 

dar i 8 j a m , dapat didampingi sopir kendaraan dinas pal ing banyak 2 

(dua) orang. 

(3) A judan dan/a tau Sekertar is pribadi Wal i Kota, Wak i l WaJi Kota dan 

Ke tua D P R D sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dibe;rikan biaya 

per ja lanan d inas mel iput i uang bar ian , b iaya transportasii dan biaya 

penginapan. 

(4) B i a y a per ja lanan dinas dengan ker .daraan d inas, sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mel iput i uang bar i an dan biaya 

penginapan ser ta penggantian B B M u n t u k kendaraan d inas yang 

d igunakan dan d ibayarkan secara rii l dengan me lampirkan bukti 

pembelian (struk) yang sab dar i Stas ion Pengisian Babem Elakar U m u i r 

(SPBU) . 

(5) B i a y a penginapan sebagaimana d imaksud pada ayat (3) dan ayat (4] 

u n t u k barga kamar terendab di Hotel tempat Wal i Kota, Wak i l Wal i Kots 

dan Kedua D P R D menginap. 

Pasa l 24 

(1) Anggota D P R D yang m e l a k u k a n per ja lanan dinas lua r daeraib dapat 

didam]pingi pendamping sesua i kebutuban . 

(2) Sesuai kebutuban sebagaimana d imaksud pada ayat (1) sebaga 

ber ikut : 

a . u n t u k Ke tua dapat didampingi pal ing banyak 2 (dua) onuig; 

b. u n t u k setiap Wak i l Ke tua D P R D dapat didampingi oleb 1 (satu 

orsing staf pendamping/sespri ; 

c. U n t u k setiap 3 (tiga) sampa i dengan 4 (empat) orang Anggota DPRE i 

da]3at didampingi oleb 1 (satu) orang staf pendamping; 

d. U n t u k setiap alat kelengkapan D P R D yang lebib dar i 4 (empat 

orang Anggota D P R D dapat didampingi oleb maks ima l 2 (dua) orang 

sta f pendamping; 

e. U n t u k setiap Pani t ia K b u s u s D P R D yang lebib dar i 4 ( (mpat) orang 

Anggota D P R D dapat didampingi oleb maks ima l 2 (dua) orang staf 

pendamping; 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(1) 

(2) 

  

    

  

  

  P
a
d
a
 

a 
3 
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Khusus untuk perjalanan dinas Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua 

DPRD yang menggunakan kendaraan dinas untuk jarak tempuh lebih 

dari 8 jam, dapat didampingi sopir kendaraan dinas paling banyak 2 

(dua) orang. 

Ajudan dan/atau Sekertaris pribadi Wali Kota, Wakil Wali Kota dan 

Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya 

perjalanan dinas meliputi uang harian, biaya transportasi dan biaya 

penginapan. 

Biaya perjalanan dinas dengan kendaraan dinas, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi uang harian dan biaya 

penginapan serta penggantian BBM untuk kendaraan dinas yang 

digunakan dan dibayarkan secara riil dengan melampirkan bukti 

pembelian (struk) yang sah dari Stasion Pengisian Bahan Kakar Umum 

(SPBU). 

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 

untuk harga kamar terendah di Hotel tempat Wali Kota, Wakil Wali Kota 

dan Ketua DPRD menginap. 

Pasal 24 

Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dapat 

didampingi pendamping sesuai kebutuhan. 

Sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 

berikut : 

a. untuk Ketua dapat didampingi paling banyak 2 (dua) orang, 

b. untuk setiap Wakil Ketua DPRD dapat didampingi oleh 1 (satu) 

orang staf pendamping/sespri, 

c. Untuk setiap 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) orang Anggota DPRD 

dapat didampingi oleh 1 (satu) orang staf pendamping, 

d. Untuk setiap alat kelengkapan DPRD yang lebih dari 4 (empat) 

orang Anggota DPRD dapat didampingi oleh maksimal 2 (dua) orang 

staf pendamping, 

e. Untuk setiap Panitia Khusus DPRD yang lebih dari 4 (empat) orang 

Anggota DPRD dapat didampingi oleh maksimal 2 (dua) orang staf 

pendamping,
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f. Sta f Pendamping sebagaimana dimak:sud b u r u f a , b u r u f b b u r u f c, 

b u m f d, b u m f e dan b u m f f adalab staf pendamping administrasi 

D P R D . 

g. Staf pendamping sebagaimana d imaksud pada b u m f f ditetapkan 

dengan Sura t Kepu tusan Sekretar is D P R D . (usu lan DPRD) 

(3) Setiap Alat Kelengkapan D P R D yang me l aksanakan per ja lanan dinas 

lua r kota (Provinsi Su lawes i Utara) menggunakan transportas i darat 

banya dapat didampingi 1 (satu) orang pe ndamping. 

(4) Ketentuan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) b u m f c d ikecual ikan 

bagi Anggota D P R D yang me l aksanakan ]perjalanan dinas S(;ndiri, dapat 

didam]Dingi 1 (satu) orang pendamping Komis i . 

Pasa l 25 

(1) Pe tugas pengawasan/Auditor pada Inspektorat yang me lakukar 

per ja lanan d inas da lam kota da lam rangka pengawasan dan revieix' 

pada Perangkat Daerab, baik secara reguler m a u p u n penugasar. 

k b u s u s , d iber ikan uang bar ian pengavrasan dan Intensi f ikas i Pa ja i : 

Daera l i . 

(2) Petuga.s Intensi f ikas i Pendapatan As l i Daerab yang me laksanakar 

per ja lanan d inas da lam kota da lam rangka kegiatan pendataan 

pemungutan dan penagiban, pengawasan serta penginputan obyei: 

pajak daerab da lam ap l ikas i pajak daerab diber ikan uang bar iar 

Pengawasan dan Intensi f ikasi Pajak Daerab. 

(3) Perjaleman d inas da lam kota se la in yang d imaksud pada ayat (1) dari 

ayat (2) d iber ikan uang bar i an lebib dari 8 j a m a t au k u r a n g dar i 8 j a m 

sesua i dengan penugasannya. 

Bag ian Ketiga 

Kewtnanj^an Persetu juan dan Menandatangani Sura t Per intab Tugas dan 

Sura t Perintab Perjalanj in D inas . 

P a r a g r a f 1 

Kewenangan Persetujuan 

Pasa l 26 

Se t iap ' Pejabat, Pegawai ASN dan Pengikut pejabat tertentu yang a k a n 

melaksanaJ ian per ja lanan d inas b a m s tercantum dsilam te laaban yang telal> 

memperoleh persetujuan tertul is pejabat yang berwenang.   

(3) 

(4) 

(1) 

(3) 

217 - 

f. Staf Pendamping sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b huruf c, 

huruf d, huruf e dan huruf f adalah staf pendamping administrasi 

DPRD. 

g. Staf pendamping sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan 

dengan Surat Keputusan Sekretaris DPRD. (usulan DPRD) 

Setiap Alat Kelengkapan DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas 

luar kota (Provinsi Sulawesi Utara) menggunakan transportasi darat 

hanya dapat didampingi 1 (satu) orang pendamping. 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan 

bagi Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas sendiri, dapat 

didampingi 1 (satu) orang pendamping Komisi. 

Pasal 25 

Petugas pengawasan/Auditor pada Inspektorat yang melakukan 

perjalanan dinas dalam kota dalam rangka pengawasan dan review 

pada Perangkat Daerah, baik secara reguler maupun penugasan 

khusus, diberikan uang harian pengawasan dan Intensifikasi Pajak 

Daerah. 

Petugas Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang melaksanakan 

perjalanan dinas dalam kota dalam rangka kegiatan pendataan, 

pemungutan dan penagihan, pengawasan serta penginputan obyek 

pajak daerah dalam aplikasi pajak daerah diberikan uang harian 

Pengawasan dan Intensifikasi Pajak Daerah. 

Perjalanan dinas dalam kota selain yang dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) diberikan uang harian lebih dari 8 jam atau kurang dari 8 jam 

sesuai dengan penugasannya. 

Bagian Ketiga 

  pnangan Persetujuan dan Menandatangani Surat Perintah Tugas dan 
  

  Surat Perintah Perjalanan Dinas. 
  

  
  

  

s
a
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r 
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Paragraf 1 | 

Kewenangan Persetujuan 

4 Pasal 26       
Setiap 

| Pejabat, Pegawai ASN dan Pengikut pejabat tertentu yang akan 

melaksanakan perjalanan dinas harus tercantum dalam telaahan yang telah 

memperoleh persetujuan tertulis pejabat yang berwenang.
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Pasa l 27 

(1) Wal i Kota, Wak i l Wal i Kota dan Sekretar is Daerah berwenang; 

menyetujui a t au menolak P impinan DPFID, Pejabat S t ruk tu ra l , Pejabai: 

Fungs ional , Ke tua Wak i l Ke tua dan Pengurus T P PKK , Ketua W a k i 

Ke tua dan Anggota D b a r m a Wani ta , Ketua , Wak i l Ke tua dan AnggotE. 

K K A D serta Pengikut pejabat tertentu sebagaimana dimstksud dalair. 

Paseil 4 ayat (1) berdasarkan te laaban per ja lanan dinas yang 

disam]Daikan p impinan Perangkat Daerahi/Unit Perangkat E'aerab. 

(2) Persetujuan tertul is pejabat berwenang sebagaimana. d imaksuc. 

pada (1) dapat d i l akukan catatan pert imbangan terlebib dabu lu oleb 

B a d a n Kepegawaian, Pendidikan dan Pelat iban u n t u k me l iba ; 

kesesua ian tugas pokok dan fungsi pejabat yang me l aksanakan 

perjalginan d inas, serta oleb B a d a n Keuangan u n t u l : 

mempert imbangkan ketersediaan anggaran da lam penerbitan S u r a ; 

Penyediaan Dana . 

(3) Pert imbangan dar i B a d a n Kepegawaian, Pendidikan dan Pelat iban dan 

Badan Keuangan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d ikecua l ikan 

u n t u k per ja lanan dinas yang d i l a k u k a n oleb Wal i Kota, Wak i l Wal i KotEi 

dan P impinan D P R D serta anggota D P R D . 

Pasa l 28 

P impinan IDPRD berwenang menyetujui a t au menolak Anggota D P R D dan 

Pengikut pejabat tertentu sebagaimana d imaksud da lam Pasjd 4 ayat (4|) 

b u r u f f, b u r u f g dan b u r u f b berdasarkan te laaban staf dar i Ke tua Komis i . 

Paragraf 2 

ICewenangan Menandatangani Su ra t Perintab Tugas dan 

Sura t Per intab Per ja lanan D inas 

Pasa l 29 

(1) Pejabsit yang berkewenangan menandatangani SPT : 

a . Sekretar is Daerab u n t u k : 

1. Wal i Kota dan Wak i l Wal i Kota; 

2. Pa ra As is ten Sekretar iat Daerab d a n Sta f Abl i Wal i Kota;   

(1) 

(2) 

(3) 

- TS 

Pasal 27 

Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah berwenang 

menyetujui atau menolak Pimpinan DPRD, Pejabat Struktural, Pejabat 

Fungsional, Ketua Wakil Ketua dan Pengurus TP PKK, Ketua Wakil 

Ketua dan Anggota Dharma Wanita, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota 

KKAD serta Pengikut pejabat tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) berdasarkan telaahan perjalanan dinas yang 

disampaikan pimpinan Perangkat Daerah /Unit Perangkat Daerah. 

Persetujuan tertulis pejabat berwenang sebagaimana dimaksud 

pada (1) dapat dilakukan catatan pertimbangan terlebih dahulu oleh 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk melihat 

kesesuaian tugas pokok dan fungsi pejabat yang melaksanakan 

perjalanan dinas, serta oleh Badan Keuangan untuk 

mempertimbangkan ketersediaan anggaran dalam penerbitan Surat 

Penyediaan Dana. 

Pertimbangan dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan 

Badan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan 

untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota 

dan Pimpinan DPRD serta anggota DPRD. 

Pasal 28 

Pimpinan DPRD berwenang menyetujui atau menolak Anggota DPRD dan 

Pengikut pejabat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) 

huruf f, huruf g dan huruf h berdasarkan telaahan staf dari Ketua Komisi. 

  

Paragraf 2 

  

Surat Perintah Perjalanan Dinas   

| 
, Kewenangan Menandatangani Surat Perintah Tugas dan 

  

s|
al
er
|a
g 

        

(1) 

7 

1 Pasal 29 

Pejabat yang berkewenangan menandatangani SPT : 

a. Sekretaris Daerah untuk : 

1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota, 

2. Para Asisten Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Wali Kota,
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3 . Kepa la Perangkat Dae rah/UKPD; dan 

4. Anggota F o r u m Koordinasi P impinan Daerah 

b. Kei:ua D P R D u n t u k : 

1. P impinan dan Anggota D P R D 

2. A judan Ke tua D P R D ; 

3. Staf Abl i F r a k s i D P R D dan T i m Pakar D P R D ; dan 

4. Pegawai Non ASN di L ingkungan Sekretar iat D P R D . 

c. As isten yang membidangi U r u s a n U m u m dan Aparatur , u n t u k : 

1. Pejabat Administrator, Pejabat l^engawas, Pejabat Fungs iona l 

dan Pe laksana di L ingkungan Sekretar iat Daerab; 

2. T i m Advokasi Pemerintab Daerab; 

3 . T i m pakar perencanaan penelit ian dan pengembangiin; 

4. J u r u B i c a r a Wal i Kota; dan 

5. A judan Wal i Kota dan Wak i l Wal i Kota Non Pegawai ASN. 

d. Ke pala Perangkat Daerab u n t u k : 

iswnur 
DABUH 
KABAG 
mm 

k Aisia 

HDA 

e 

1. Pejabat Administrator, Pejabat l^engawas, Pejabat Fungs iona l 

dan Pe laksana; dan 

2. Pengikut pejabat tertentu pada Perangkat Daerab masing-

masing. 

Kepa la Bag ian di L ingkungan Sekretar iat Daerab u n t u k : 

1. Pelakseina; dan 

2. Tenaga Penunjang Kegiatan Daerab pada Uni t Ker ja Perangka 

Daerab masing-masing. 

(2) Apabi la Pejabat-pejabat yang berwenang sebagaimana d imaksud padh. 

ayat (1) berbalangan, penandatanganan S P T d i l akukan oleb pejabat 

pe laksana bar i an (Plb). 

Pasa l 30 

(1) Pejabeit yang berkewenangan menandatangani SPPD : 

a . Sekretar is Daerab u n t u k : 

1. Wal i Kota dan Wak i l Wal i Kota; 

2. Pa ra Asisten Sekretar iat Daerab dan Sta f Abl i Wal i Kota; 

- NG - 

3. Kepala Perangkat Daerah/ UKPD, dan 

4. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 

b. Kerua DPRD untuk : 

1. Pimpinan dan Anggota DPRD 

2. Ajudan Ketua DPRD, 

3. Staf Ahli Fraksi DPRD dan Tim Pakar DPRD: dan 

4. Pegawai Non ASN di Lingkungan Sekretariat DPRD. 

c. Asisten yang membidangi Urusan Umum dan Aparatur, untuk : 

1. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional 

dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Daerah, 

2. Tim Advokasi Pemerintah Daerah: 

3. Tim pakar perencanaan penelitian dan pengembangan, 

4. Juru Bicara Wali Kota: dan 

5. Ajudan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Non Pegawai ASN. 

d. Kepala Perangkat Daerah untuk : 
  

  
| 1. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional 

  

dan Pelaksana, dan 

  

Y, Pengikut pejabat tertentu pada Perangkat Daerah masing- 
  

    ! masing.       

  
(2) 

(1) 

e. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah untuk : 

1. Pelaksana, dan 

2. Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah pada Unit Kerja Perangkat 

Daerah masing-masing. 

Apabila Pejabat-pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berhalangan, penandatanganan SPT dilakukan oleh pejabat 

pelaksana harian (Plh). 

Pasal 30 

Pejabat yang berkewenangan menandatangani SPPD : 

a. Sekretaris Daerah untuk : 

1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota, 

2. Para Asisten Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Wali Kota:
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3. Kepala Perangkat Daerah ; dan 

4. Pengikut Pejabat Tertentu. 

b. Selcretaris D P R D u n t u k : 

1. P impinan dan Anggota D P R D ; dan 

2. A judan Ke tua D P R D Non Pegawai ASN; 

3. Sta f Abl i F r a k s i D P R D dan T i m PsJcar D P R D ; 

4. Pegawai Non ASN di l ingkungan sekretariat D P R D 

c. As isten yang membidangi u r u s a n U m u m dan Kepegawaian, u n t u k : 

1. Pejabat Administrator, Pejabat i^engawas, Pejabat Fungs iona l 

dan Pe laksana d i L ingkungan Sekretar iat Daerab; 

2. T i m Advokasi Pemerintab Daerab; 

3 . T i m pakar perencanaan penelitiar. dan pengembangsm; 

4. J u r u B i c a r a Wal i Kota; 

5. A judan Wal i Kota dan Wak i l Wal i Kota Non Pegawai ASN; 

d. Keipala Perangkat Daerab u n t u k : 

1. Pejabat Administrator, Pengawas dan Pe laksana ; dan 

2. Pegawai Non ASN pada perangkat daerab masing-masing. 

e. Kepala Bag ian di L ingkungan Sekretar iat Daerab u n t u k : 

1. Pe laksana; dan 

2. Tenaga Penunjang Kegiatan Daerab pada Uni t Ker ja Perangka : 

Daerab masing-masing 

(2) Apabi la Pejabat-pejabat yang berwenang menandatangani SPPEi 

sebagEdmana d imaksud pada ayat (1) bi^rbEdangEin, m a k a kewenangan 

menandatangani SPPD d i l a k u k a n oleb Pejabat pe laksana bEirian (Plb). 

Bag ian Ketiga 

B i a y a dan Sistem Pembaysiran 

B i a y a PerjEdanan D inas 

Pasa l 3 1 

B i a y a per ja lanan d inas terdiri deiri : 

a . uang bar ian ; 

OIGttH 

UlttO 
Hunii 

inriH 

HU   
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3. Kepala Perangkat Daerah, dan 

4. Pengikut Pejabat Tertentu. 

b. Sekretaris DPRD untuk : 

1. Pimpinan dan Anggota DPRD, dari 

2. Ajudan Ketua DPRD Non Pegawai ASN, 

3. Staf Ahli Fraksi DPRD dan Tim Pakar DPRD: 

4. Pegawai Non ASN di lingkungan sekretariat DPRD 

c. Asisten yang membidangi urusan Umum dan Kepegawaian, untuk : 

1. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional 

dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Daerah, 

2. Tim Advokasi Pemerintah Daerah: 

3. Tim pakar perencanaan penelitian dan pengembangan, 

4. Juru Bicara Wali Kota, 

5. Ajudan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Non Pegawai ASN, 

d. Kepala Perangkat Daerah untuk : 

1. Pejabat Administrator, Pengawas dan Pelaksana, dan 

2. Pegawai Non ASN pada perangkat daerah masing-masing. 

e. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah untuk : 

1. Pelaksana: dan 

2. Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah pada Unit Kerja Perangkat 

Daerah masing-masing 

(2) Apabila Pejabat-pejabat yang berwenang menandatangani SPPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka kewenangan 

menaridatangani SPPD dilakukan oleh Pejabat pelaksana harian (Plh). 

  

  

  

  

        

Ta i Bagian Ketiga 
DAERAH 

4 Biaya dan Sistem Pembayaran 
KABAG 

TKI t Biaya Perjalanan Dinas 
ANTA z 

7 
. 4 Pasal 31 

r 

Biaya perjalanan dinas terdiri dari : 

a. uang harian,
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b. 

c. 

d. 

e. 
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biaya transportasi ; 

b iaya Hotel/penginapan; 

uang representasi ; dan 

b iaya j j emer iksaan kesebatan. 

Pasa l 32 

(1) Uang bar ian sebagaimana d imaksud didam Pasa l 3 1 b u r u f a terdir 

dar i : 

a . uang m a k a n ; dan 

b. ua;rig s a k u . 

(2) Pembayaran uang bar i an sebagaimana d imaksud pada ayat (1 

d ibayarkan pencairan secara L S . 

(3) BesarEin uang ba r i an sebagaimana d imaksud ayat (1) t e rcantum da lan . 

Lamp i ran I , Lamp i ran I I dan Lamp i ran 111 Pera turan Wal i K c t a in i . 

Pasa l 33 

(1) B i a y a transportasi sebagaimana d imaksud pada Pasa l 3 1 f iuruf b ya i tr . 

u n t u k biaya transportas i udara , t ransportas i laut m a u p u n transportas i 

darat, terdiri a tas : 

a. b iaya transportasi/t iket pergi pulang; 

b. b iaya t aks i keberangkatan dan kepulangan, ; 

c. b iaya sewa kendaraan ; dan 

d. b iaya voucer bagasi pergi pulang u n t u k maskapa i jDenerbangan 

tertentu yang member lakukan pembelian voucer bagasi. 

(2) B i a y a transportasi/t iket pergi pulang sebagaimana d imaksud padfi 

ayat (1) b u r u f a dapat d ibayarkan melebibi/melampaui pagu tertinggi 

sesuai bukt i pembelian tiket yang sab (biaya r i i l ) . 

(3) Pelam]3auan standar b iaya tertinggi sebagaimana d imaksud p a d i 

ayat (2) apabi la d isebabkan barga tiket dar i maskapa i 

penerbangan/Travel pada saat i tu mengalami kena ikan dan/a tau 

a lasan la in yang dapat dipertanggungj a ivabkan, m a k a kelebiban biay^ 

tiket dapat d iperbi tungkan kembal i da lam biaya transportas i . 

(4) B i a y a voucer bagasi sebagaimana dimakssud pada ayat (1) b u r u f d t idak 

ber laku u n t u k kelebiban/over bagasi. 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 
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  (3) 

(4) 
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biaya transportasi, 

biaya Hotel/ penginapan, 

uang representasi, dan 

biaya pemeriksaan kesehatan. 

Pasal 32 

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a terdiri 

dari : 

a. uang makan, dan 

b. uang saku. 

Pembayaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibayarkan pencairan secara LS. 

Besaran uang harian sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 33 

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf b yaitu 

untuk biaya transportasi udara, transportasi laut maupun transportasi 

darat, terdiri atas : 

a. biaya transportasi/tiket pergi pulang, 

b. biaya taksi keberangkatan dan kepulangan,, 

c. biaya sewa kendaraan, dan 

d. biaya voucer bagasi pergi pulang untuk maskapai penerbangan 

tertentu yang memberlakukan pembelian voucer bagasi. 

Biaya transportasi/tiket pergi pulang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dapat dibayarkan melebihi/melampaui pagu tertinggi 

sesuai bukti pembelian tiket yang sah (biaya riil). 

Pelampauan standar biaya tertinggi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) apabila disebabkan harga tiket dari maskapai 

penerbangan/Travel pada saat itu mengalami kenaikan dan/atau 

alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka kelebihan biaya 

tiket dapat diperhitungkan kembali dalarn biaya transportasi. 

Biaya voucer bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak 

berlaku untuk kelebihan/over bagasi.
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(5) B e s a r a n biaya transportas i pergi pulang (pp) sebagaimana tercantum 

dalam Lamp i ran IV, Lamp i ran V, Lamp i ran V I dan Lamp i ran V I 

Pera turan Wal i Kota in i . 

Pasa l 34 

(1) B i a y a Hotel/Penginapan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 3 1 

b u r u f c merupsikan b iaya yang d iper lukan u n t u k menginap: 

a . di botel; dan 

b. di tempat menginap la innya ; 

(2) B i a y a botel/penginapan sebagaimana d imaksud pada ayat (1 

d ibayarkan secara r i i l dengan melampirh:an bi l l botel/penginapan yang 

sab. 

(3) Da l am ba l pe laksana per ja lanan t idak mtmggunakan fasilittis botel atau 

tempat penginapan la innya , kepada yang bersangkutan banya 

diberil<:an biaya penginapan sebesar 3 0 % (tiga pu lub persenj. 

(4) B i a y a Hotel/penginapan sebesar 3 0 % setiageiimana dimaiksud pada ayat 

(3) tidaik d iber ikan j i k a per ja lanan d inas yang d i l aksanakan t idak lebih 

dar i 8 (delapan) jaim tampa bermalam/menginap. 

(5) Be sa ran b iaya Hotel/Penginapan sebaigaimana dimaiksud ayat (2 

tercainLum dalam Lamp i ran V I l l dam Lamp i r an IX Peraturam Wal i Kota 

in i . 

Pasa l 35 

(1) Uang Representasi sebagadmana d imaksud da lam Pasa l 3 1 b u r u f c 

diberil<:an kepada pe laksana per ja lanan dinas, sebagai ber ikut : 

a . Wal i Kota dan Wak i l Wal i Kota; 

b. P impinan dan Anggota D P R D ; 

c. Sekertar is Daerab; dan 

d. Pejabat P impinan Tinggi Pra tama. 

(2) Besarain uang representasi sebagaimana. d imaksud ayat (1) tercanturri 

da lam Lamp i ran X Pera turan Wal i Kota in i . 

Pasa l 36 

(1) B i a y a pemer iksaan kesebatain sebagaimana d imaksud dal i im Pasa l 31 

b u r u f e y a i tu b iaya yang diber ikan u n t u k pemeriksaain kesebatan y a n ^ 

diwaj ibkan se lama me laksanakan per ja lanan d inas . 

(S) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(1) 
  

    

  

  

      

  (2) 

(1) 

2D - 

Besaran biaya transportasi pergi pulang (pp) sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII 

Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 34 

Biaya Hotel/Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 

huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap: 

a. di hotel: dan 

b. di tempat menginap lainnya, 

Biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibayarkan secara riil dengan melampirkan bill hotel/penginapan yang 

sah. 

Dalam hal pelaksana perjalanan tidak menggunakan fasilitas hotel atau 

tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan hanya 

diberikan biaya penginapan sebesar 306 (tiga puluh persen|. 

Biaya Hotel/penginapan sebesar 300 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) tidak diberikan jika perjalanan dinas yang dilaksanakan tidak lebih 

dari 8 (delapan) jam tanpa bermalam/menginap. 

Besaran biaya Hotel/Penginapan sebagaimana dimaksud ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran VIII dan Larnpiran IX Peraturan Wali Kota 

ini. 

Pasal 35 

Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d 

diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas, sebagai berikut : 

a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota, 

| b. Pimpinan dan Anggota DPRD, 

c. Sekertaris Daerah: dan 

d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. 

Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran X Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 36 

Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 

huruf e yaitu biaya yang diberikan untuk pemeriksaan kesehatan yang 

diwajibkan selama melaksanakan perjalanan dinas.
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(2) Pemer iksaan kesehatan sebagaimana d imaksud ayat (1) ya i tu biaya 

Rapid test Ant i Gen dan/a tau Swab PGR a tau sebutan la innya . 

(3) B i a y a pemer iksaan kesebatan sebagaimana d imaksud pEida ayat (1) 

baik 5'ang d i l aksanakan saat keberangkatan m a u p u n kepulangan 

d ibayarkan secara riil dan berdasarkan bukt i yang sab. 

(4) Da l am ba l pe laksana per ja lanan dinas d inya takan reakt i f dan/atau 

positif terbadap gejala s u a t u v i rus berbabaya sebingga me lakukan 

pembatalan perjalanan d inas, m a k a ba rus mengembal ikan se lurub 

b iaya per jalanan dinas yang sudab diter ima apabi la mas ib berada 

da lam kota, kecua l i u n t u k tiket pesaivat j i k a t idak dapat diminta 

kembal i dar i maskapa i (refund). 

(5) J i k a saat kepulangan d inya takan reakt i f dan/atau positif serta barus 

me l akukan Isolasi Mandir i yang ditetapkan oleb petugas kesebatsir 

setempat, m a k a dapat d iber ikan tambahan uang bar i an sebesar 100% 

selamEL m a s a isolasi , serta b iaya tiket yang sudab t idak dapat di diminta 

kembal i dar i maskapa i (refund). 

(6) Isolasi sebagaimama d imaksud pada ayat (5) yang ditetapkam 

oleb ]Detugas kesebatan setempat dan d ibukt ikan dengan Sura l : 

Keterangan dar i Instans i/Lembaga terkait ser ta bukt i bas i l 

pemer iksaan. 

(7) Pe laksana perjalanan d inas yang m e l a k u k a n Isolasi secara mandir j 

sebagEiimana d imaksud ayat (5) d ibe i ikan b iaya hotel/penginapan 

secara r i i l . 

(8) Pe laksana per ja lanan d inas yang d inya takan reakt i f dan/a tau posit i " 

dan b i i rus me l akukan isolasi mandi r i sebagaimana d imaksud pada a y a ; 

(5), wajib menyampa ikan informasi lebib awa l kepada Pejabat yang 

berwenang berupa sa l inan buk t i surat keterangan bas i l swab yang 

d inyatakan reakt i f dan/a tau positif. 

(9) B i a y a tiket sebagaimana d imaksud pada ayat (4) dan ayat (5 

d ibayarkan secara riil. 

(10) BesarEin B i a y a Pemer iksaan Kesebatan sebagaimana d imaksud ayat (3 

tercantum da lam Lamp i ran X I Pera turan Wal i Kota in i . 

Pasa l 37 

(1) Dalam. ba l terjadi pembatalan pe laksanaan per ja lanan dinas, m a k a 

pembEitalan biaya dapat dibebankgin pada DPA Perangkat Daerab 

(2) 

(3) 

  

x A
e
—
—
A
—
 

  

  

        AN
 

  

  

—
 O
m
a
 

—
—
 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(1) 

2 D3» 

Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu biaya 

Rapid test Anti Gen dan/atau Swab PCR atau sebutan lainnya. 

Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

baik yang dilaksanakan saat keberangkatan maupun kepulangan 

dibayarkan secara riil dan berdasarkan bukti yang sah. 

Dalam hal pelaksana perjalanan dinas dinyatakan reaktif dan/atau 

positif terhadap gejala suatu virus berbahaya sehingga melakukan 

pembatalan perjalanan dinas, maka harus mengembalikan seluruh 

biaya perjalanan dinas yang sudah diterima apabila masih berada 

dalam kota, kecuali untuk tiket pesawat jika tidak dapat diminta 

kembali dari maskapai (refund). 

Jika saat kepulangan dinyatakan reaktif dan/atau positif serta harus 

melakukan Isolasi Mandiri yang ditetapkan oleh petugas kesehatan 

setempat, maka dapat diberikan tambahan uang harian sebesar 100Yo 

selama masa isolasi, serta biaya tiket yang sudah tidak dapat di diminta 

kembali dari maskapai (refund). 

Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang ditetapkan 

oleh petugas kesehatan setempat dan dibuktikan dengan Surat 

Keterangan dari Instansi/Lembaga terkait serta bukti hasil 

pemeriksaan. 

Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan Isolasi secara mandiri 

sebagaimana dimaksud ayat (5) diberikan biaya hotel/penginapan 

secara riil. 

Pelaksana perjalanan dinas yang dinyatakan reaktif dan/atau positif 

dan harus melakukan isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 

(S5), wajib menyampaikan informasi lebih awal kepada Pejabat yang 

berwenang berupa salinan bukti surat keterangan hasil swab yang 

dinyatakan reaktif dan/atau positif. 

Biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (S5) 

dibayarkan secara riil. 

Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) 

tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 37 

Dalam. hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, maka 

pembatalan biaya dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah
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OUGMT 
tteuH 

aau - V una 

BIM 1 
/ 

apabiki pe laksana per ja lanan dinas s i jcara mendadak berbalangan 

dan l jukan ka r ena u n s u r kesengajaan seperti adanya tugas 

melaksianakan kegiatan ked inasan di dacmab yang t idak dapat d iwaki l i 

SEikit dan/atau ka r ena tert impa mus ibab pada ke luarga te rdeka 

seperti i s t r i /suami , anak , orang t u a kandung/mertua, saudarg 

kandung . 

(2) Pembatalan pe laksanaan per ja lanan d inas sebagaimana d imaksud pade 

ayat (1) mel iputi : 

a . Tm ida bukt i besaran pengembalian t»iaya transport dan/a tau biays. 

penginapan dar i pe rusabaan j a s a t ransportas i dan atau penginapar. 

yang d i sabkan oleb Penguna Anggaran/Kuasa PenggunEi Anggaran. 

b. Sura t Pernyataan Pembatalan Tugas Per ja lanan D inas oleb pejabat 

daid a tasan pe laksana perjalanan dinas dan/a tau fiejabat yang 

menandatangani SPT , yang dibuat sesua i format sebagaiman 

tercantum da lam Lamp i ran X I I Pera turan Wal i Kota in i . 

c. Sura t Pernyataan Pembebanan Biaysi Pembatalan Tugas Per ja lanan 

D inas yeing dibuat sesuai format sebagaimana te rcaatum da lam 

Lamp i ran X I I I Pera turan Wal i Kota in i . 

(3) B i a y a pembatalan yang dapat d ibebankan pada DPA Perangkat Daera l i 

sebaggdmana d imaksud pada ayat (1) adalab biaya pembatalan tiket/ 

transport, penginapan sebagian dsin/atau se lurub yang t idak dapat 

d ikembal ikan. 

Pasa l 38 

(1) Pe laksana perjalangm dinas sebagaimangi d imaksud da lam Pasa l 4 yang 

tewas/'meninggal dun ia diber ikan biaya pemulangan/pengembaliab 

jenazab. 

(2) B i a y a pemulemgan/pengembaligin j enazab ke Kota asa l sebaga imani 

d imaksud pada ayat (1) mel iput i biaygi pemulasaran/pet i dan biay^ 

transpiortasi yang d ibayarkan secara r i i l . 

(3) Da lam rangka penjemputan jenazgib, p ibak ke luarga diber ikan b i a y i 

transpiortasi pergi pulang dan uang bar i an banya kepada 1 (satu) orang 

ke lua i ga terdekat. 

(4) Pembeirigin b iaya transportas i dan uang bar i an sebagaimana dimgiksud 

pada giyat (3) d i samakan dengan perjalarian d inas golongan I I . 

(2) 

  

  

  

  

        

  
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

5 Di 

apabila pelaksana perjalanan dinas secara mendadak berhalangan 

dan bukan karena unsur kesengajaan seperti adanya tugas 

melaksanakan kegiatan kedinasan di daerah yang tidak dapat diwakili, 

sakit dan/atau karena tertimpa musibah pada keluarga terdekat 

seperti istri/suami, anak, orang tua kandung/mertua, saudara 

kandung. 

Pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi : 

a. Tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya 

penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan atau penginapan 

yang disahkan oleh Penguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

b. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas oleh pejabat 

dari atasan pelaksana perjalanan dinas dan/atau pejabat yang 

menandatangani SPT, yang dibuat sesuai format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Wali Kota ini. 

c. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Tugas Perjalanan 

Dinas yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran XIII Peraturan Wali Kota ini. 

Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya pembatalan tiket/ 

transport, penginapan sebagian dan/atau seluruh yang tidak dapat 

dikembalikan. 

Pasal 38 

Pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang 

tewas/meninggal dunia diberikan biaya pemulangan/pengembalian 

jenazah. 

Biaya pemulangan/pengembalian jenazah ke Kota asal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemulasaran/peti dan biaya 

transportasi yang dibayarkan secara riil. 

Dalam rangka penjemputan jenazah, pihak keluarga diberikan biaya 

transportasi pergi pulang dan uang harian hanya kepada 1 (satu) orang 

keluarga terdekat. 

Pemberian biaya transportasi dan uang harian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) disamakan dengan perjalanan dinas golongan II.
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(5) B i a y a sebagaimana d imaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan 

pada E)PA B a d a n Keuangan Kota Gorontalo. 

Pasa l 39 

(1) Pembayaran B i a y a per ja lanan d inas c f l akukan dengan mekanisme: 

belanja langsung (LS) oleb bendabara pe^igeluaran perangkat daerab ke 

pelaksEma per ja lanan D inas . 

(2) Pembayaran per ja lanan dinas yang d i l akukan dengan mekanisme 

langsung (LS) , y a i tu dengan melampirkar^ se lurub bukt i yar.g. 

(3) B u k t i sebagaimana d imaksud pada ayat (2) ya i tu : 

a . Sura t panggi lan/undangan dar i penyelenggara ( j ika ada); 

b. Te laaban Sta f yang telab disetujui ; 

c. Sura t Per intab Tugas (SPT); 

d. Sura t Perintab Per ja lanan D inas (SF'PD); 

e. T iket pesawat/alat t ransportas i l a innya dan boarding pass pergi 

pulang; 

f. Eiukt i pembayaran/Bi l l botel/penginapan yang sab; 

g. Laporan Per ja lanan D inas ; 

b. Daftar r inc ian/perbi tungan b iaya pcii jalanan d inas; 

i . ESukti pembayaran yang sab untule sewa kendaraan dalam kotJi 

berupa k u i t a n s i a t au bukt i pembayaran l a innya yang d ike luarkan 

oleb badan u s a b a yang bergerak dibidang j a s a transportas i ; 

j . E)aftar pengeluaran r i i l diperg;unakan u n t u k bukt i -bukt i 

pengeluaran b iaya t ransportas i dan b iaya botel/penginapan 

l a innya yang t idak dapat diperoleb. 

Bag ian Ke l ima 

Pertanggungjawaban Per ja lanan D inas 

Pasa l 40 

(1) Setiap Penerbitan SPT, SPPD dan pengajuan b iaya perjeiianan d inas 

ba rus berdasarkan pada kepentingan pe laksanaan tugas yang dapat 

dipertimggungjawabkan menurut ketentuan Peraturan Perundangan-

undangan; 

(2) SPT dan SPPD yang d igunakan telab ditandatangani serta d isabkar i 

oleb p<yabat yang berwenang; 

(3) Kelengkapan pertanggungjawaban perjal iman dinas mel iput i : 

a . Sura t panggi lan/undangan dar i penyelenggara ( j ika ada);   

(S) 

(1) 

(2) 

(3) 

Dim 

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan 

pada DPA Badan Keuangan Kota Gorontalo. 

Pasal 39 

Pembayaran Biaya perjalanan dinas dilakukan dengan mekanisme 

belanja langsung (LS) oleh bendahara pengeluaran perangkat daerah ke 

pelaksana perjalanan Dinas. 

Pembayaran perjalanan dinas yang dilakukan dengan mekanisme 

langsung (LS), yaitu dengan melampirkan. seluruh bukti yang. 

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu : 

a. Surat panggilan/undangan dari penyelenggara (jika ada), 

b. Telaahan Staf yang telah disetujui, 

c. Surat Perintah Tugas (SPT), 

d. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), 

e. Tiket pesawat/alat transportasi lainnya dan boarding pass pergi 

pulang, 

Bukti pembayaran /Bill hotel/ penginapan yang sah, 

Laporan Perjalanan Dinas, 

t
u
 

Daftar rincian/perhitungan biaya perjalanan dinas, 

i. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota 

berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan 

oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa transpcrtasi, 

j. Daftar pengeluaran riil dipergunakan untuk bukti-bukti 

pengeluaran biaya transportasi dan biaya hotel/penginapan 

  lainnya yang tidak dapat diperoleh. 

  

  

1 

k Bagian Kelima 

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas 
  

        

(1) 

(2) 

(3) 

4 Pasal 40 

setiap Penerbitan SPT, SPPD dan pengajuan biaya perjalanan dinas 

harus berdasarkan pada kepentingan pelaksanaan tugas yang dapat 

dipertanggungjawabkan menurut ketentuan Peraturan Perundangan- 

undangan, 

SPT dan SPPD yang digunakan telah ditandatangani serta disahkan 

oleh pejabat yang berwenang, 

Kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas meliputi : 

a. Surat panggilan/undangan dari penyelenggara (jika ada),



- 2 6 -

b. Te laaban staf yang telab disetujui 

c. Su ra t Per intab Tugas (SPT) . 

d. Su ra t Per intab Per ja lanan D inas (SPPD) yang telab ditandatangani 

oleh pejabat pada tempat a sa l dan tu juan dan telab d i sabkan . 

e. Daftar per inc ian biaya per jalanan d inas 

f. T iket Pesawat Udara , Boarding p^ass dan buk t i pembayaran 

tranportas i l a innya . 

g. Laporan bas i l per ja lanan d inas . 

b. B u k t i pembayaran penginapan yang sab. 

i . B u k t i pembayaran yang sab u n t u k sewa kenderaan da lam kota. 

berupa ku i t ans i a t au bukt i pembayairan l a innya yang d ike luarkan 

oleh badain u s a h a yang bergeralc dibidang j a s a penyewaan 

kenderaan. 

j . Daftar pengeluarain r i i l d ipergunakan u n t u k buk t i -buk t 

pengeluaran b iaya transpor dan h iaya botel/atau penginapar 

l a innya yang t idak dapat diperoleb. 

k. Format daftar pengeluaran r i i l sebagaimana d imaksud pada b u r u f : 

set iagaimana tercantum pada Lamp i ran X I V Pera turan V/ali Kota ini, 

(2) Sel is ib lebib b iaya t ransportas i per jalanan d inas luar daerab antara 

yang lelab diter ima dengan b iaya r i i l , wajib disetor ke rekening 

bendal iara pengeluaran perangkat daerah. 

Pasa l 4 1 

Format Sura t Pernyataan T idak Menggunakan Hotel/ Penginapian, Formal: 

Su ra t Per intab Per ja lanan D inas (SPPD) dan Format R inc i an Biay£. 

Per ja lanan D inas sebagaimana tercantum da lam Lamp i r an X V , Lampirar , 

X V I dan Lamp i ran X V I I Pe ra turan Wal i Kota i a i . 

B A B I I I 

K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pasa l 42 

Pada saat Pera turan Wal i Kota in i mu la i ber laku, Pera turan Wal i Kotei 

Gorontalo Nomor 4 T a b u n 2 0 2 1 tentang Per ja lanan D inas di L ingkungab 

Pemerintab Kota Gorontalo (Ber i ta Daerab Kota Gorontalo T a b u n 2 0 2 1 

Nomor 4), sebagaimana telab d iubab beberapa ka l i teralcbir dengan 

- 26 - 

b. Telaahan staf yang telah disetujui 

c. Surat Perintah Tugas (SPT) . 

d. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani 

oleh pejabat pada tempat asal dan tujuan dan telah disahkan. 

e. Daftar perincian biaya perjalanan dinas 

f. Tiket Pesawat Udara, Boarding pass dan bukti pembayaran 

tranportasi lainnya. 

g. Laporan hasil perjalanan dinas. 

Bukti pembayaran penginapan yang sah. 

i. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kenderaan dalam kota 

berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan 

oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan 

kenderaan. 

  | j. Daftar pengeluaran riil dipergunakan untuk bukti-bukti 

pengeluaran biaya transpor dan biaya hotel/atau penginapan 
  

lainnya yang tidak dapat diperoleh. 
  

k. Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada huruf i   

  I
E
 

: 

    sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV Peraturan Wali Kota ini. 
  

  
(2) Selisih lebih biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah antara 

yang telah diterima dengan biaya riil, wajib disetor ke rekening 

bendahara pengeluaran perangkat daerah. 

Pasal 41 

Format Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Hotel/ Penginapan, Format 

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Format Rincian Biaya 

Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, Lampiran 

XVI dan Lampiran XVII Peraturan Wali Kota ini. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 42 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota 

Gorontalo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 

Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan



- 27 -

Peraturan \Vali Kota Gorontalo Nomor 25 T a h u n 2 0 2 1 tentang; Perubahan 

Kedua Atas Pera turan Wal i Kota Gorontalo Nomor 4 T a b u n 2 0 2 1 tentang 

Perjalanan Dinas di L ingkungan Pemerintab Kota Gorontalo (Ber i ta Daerab 

Kota Gorontalo T a b u n 2 0 2 1 Nomor 25), dicabut dan d inyatakan t idak 

ber laku. 

Peraturan V/ali Kota mu la i ber laku terbitung sejak ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan Pengundangan Peraturan 

Wal i Kota in i dengan penempatannya da lam Ber i t a Daerab Kota (Gorontalo. 

Pasa l 43 

PBUIGIUT 
IMBtMl t 

Ditetapkan di Gorontalo 

rada tanggal, 11 A - i r i l 

WAL I KOTA GORONTALO, 

2023 

D iundangk im di Gorontalo 

pada tanggal, n A p r i l 2023 

SEKRETARIS D 

isma: 

KOTA GORONTALO, 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 7.. 

  

: D7 - 

Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah 

Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

Pasal 43 

Peraturan Wali Kota mulai berlaku terhitung sejak ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

  ada tanggal, 11 Asril 2023 

(au KOTA GORONTALO, f | 
— Dr 
  

  

  

        

| | MARTEN A. TAHA 
7 Hi 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal, 11 April 2023 

SEKRETARIS D KOTA GORONTALO, 

ISMA ADJID 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR -..

file:///Vali


LAMPIRAN I 

P E R A T U R A N W A L I KOTA GOROISITALO 

NOMOR 7 TAHUN 2023 

T E N T A N G 

P E R J A L A N A N DINAS D I L INGKUNGAN PEMIERINTAHAN 

KOTA GORONTALO 

UANG HARIAN P E R J A L A N A N DINAS L U A R KIOTA DAN MENGIEIUTI PENDII>IKAN 

DAN PELAT IHAN DAN S E W A HARIAN KENDARAAN 

NO PROVINSI SATUAN 
B E S A R A N 

UANG 
HARIAN 

D I K L A T 
( L E B I H 
D A R I 8 
JAM) 

S E W A 
KENDARAAN 
WAL I KOTA, 
W A K I L W A L I 

KOTA 86 

1 A C E H OH 360.000 110.000 

1 ' 
i 

2 .500.000 
2 SUM/.TERA UTARA O H 370.000 110.000 2.500.000 

3 R I A U O H 370.000 110.000 2.500.000 

4 K E P U L A U A N R IAU O H 370.000 110.000 2.500 .000 

5 J A M E l O H 370.000 110.000 2.500 .000 

6 SUM/iTERA B A R A T OH 380.000 110.000 2.500.000 

7 SUM/iTERA S E L A T A N OH 380.000 110.000 2.500.000 

8 LAMPUNG OH 380.000 110.000 2.500.000 

9 BENC fKULU OH 380.000 110.000 2.500.000 

10 BANCrKA B E L I T U N G O H 410 .000 120.000 2.500.000 

11 B A N T E N O H 370.000 110.000 2.500.000 

12 JAW A. B A R A T OH 430 .000 130.000 2.50p.000 

13 D K l J A K A R T A OH 530.000 160.000 2.500.000 

14 JAW^, T E N G A H OH 370.000 110.000 2.500.000 

15 D I . Y G G Y A K A R T A O H 420 .000 130.000 
1 

2.50q.000 
16 JAW/. T IMUR O H 410 .000 120.000 2.500.000 

17 B A L I OH 480 .000 140.000 2.500.000 

18 NUS/. T E N G G A R A B A R A T OH 440 .000 130.000 2.500.000 

19 NUS/, T E N G G A R A T IMUR OH 430 .000 130.000 2.500.000 

20 KALIMANTAN B A R A T OH 380.000 110.000 2.500.000 

2 1 KALIMANTAN T E N G A H O H 360.000 110.000 2.500.000 

22 KALIMANTAN S E L A T A N O H 380.000 110.000 2.500.000 

23 KALIMANTAN T IMUR OH 430 .000 130.000 2.500.000 

24 KALl IdANTAN UTARA O H 430.000 130.000 2.50C 1.000 

LAMPIRAN I 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERJALANAN DINAS DI 

KOTA GORONTALO 

LINGKUNGAN PEMIRINTAHAN 

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DAN MENGIKUTI PENDIDIKAN 

DAN PELATIHAN DAN SEWA HARIAN KENDARAAN 

  

  

    
  

  

  

BESARAN | DIKLAT RENDA aN 
NO PROVINSI SATUAN | UANG Lapang WALI KOTA, 

HARIAN Jam) | WAKIL WALI 
KOTA & 

1 ACEH OH 360.000|  110.000| 2.500.000 

2 | SUMATERA UTARA OH 370.000| 110.000| 2.500.000 

3 I RIAU OH 370.000|  110.000| 2.500.000 

4 | KEPULAUAN RIAU OH 370.000| 110.000| 2.500.000 

5 (JAMBI OH 370.000|  110.000| 2.500.000 

6 | SUMATERA BARAT OH 380.000|  110.0001 2.500.000 

7 | SUMATERA SELATAN OH 380.000| 110.000| 2.500.000 

8 | LAMPUNG OH 380.000| 110.000| 2.500.000 

9 | BENGKULU OH 380.000| 110.000| 2.500.000 

10 | BANGKA BELITUNG OH 410.000| 120.000| 2.500.000 

11 | BANTEN OH 370.000| 110.000| 2.500.000 

12 | JAWA BARAT OH 430.000|  130.000| 2.500.000 

13 | DKI JAKARTA OH 530.000| 160.000| 2.500.000 

14 | JAWA TENGAH OH 370.000| 110.000| 2.500.000 

15 | DI. YOGYAKARTA OH 420.000| 130.000| 2.500.000 

16 | JAWA TIMUR OH 410.000| 120.000| 2.509.000 

17 | BALI OH 480.000| 140.000| 2.500.000 

18 | NUSA TENGGARA BARAT |” OH 440.000| 130.000| 2.500.000 

19 | NUSA TENGGARA TIMUR |” OH 430.000| 130.000| 2.500.000 

20 | KALIMANTAN BARAT OH 380.000| 110.000| 2.500.000 

21 | KALIMANTAN TENGAH OH 360.000| 110.000| 2.500.000 

22 | KALIMANTAN SELATAN OH 380.000| 110.0001 2.500.000 

23 | KALIMANTAN TIMUR OH 430.000| 130.000| 2.500.000 

24 | KALIMANTAN UTARA OH 430.000| 130.000| 2.500.000     S
P
A
 

b
a
l
a
k
            



- 2 -

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

32 

33 

34 

S U L / v W E S I U T A R A 

G O R O N T A L O 

S U L / l W E S I B A R A T 

S U L / i W E S l S E L A T A N 

S U L A W E S I T E N G A H 

S U L A W E S I T E N G G A R A 

M A L U K U 

M A L U K U U T A R A 

P A P U A 

P A P U A B A R A T 

O H 

O H 

O H 

O H 

O H 

O H 

O H 

O H 

O H 

O H 

370.000 

410.000 

430 .000 

370.000 

380.000 

380.000 

430.000 

580.000 

480 .000 

110.000 

110.000 

120.000 

110.000 

110.000 

110.000 

110.000 

130.000 

170.000 

140.000 

2.500.000 

2.5O0.OOO 

2.500.000 

2.500.000 

2.500.000 

2.500.000 

2.500.000 

2.500.000 

2.500.000 

/ W A L I K O T A G O R O N T A L O , 

N A . T A H A 

POMCMT 
MBHN 1 
MlUG 
HUU 

IINa 

BOM 

I 

  

            
  

  

  

  
  

  

      

  

25 | SULAWESI UTARA OH 370.000 110.000 2.500.000 

26 | GORONTALO OH - 110.000 - 

27 | SULAWESI BARAT OH 410.000 120.000 2.500.000 

28 | SULAWESI SELATAN OH 430.000 110.000 2.500.000 

29 | SULAWESI TENGAH OH 370.000 110.000 2.500.000 

30 I SULAWESI TENGGARA OH 380.000 110.000 2.500.000 

31 | MALUKU OH 380.000 110.000 2.500.000 

32 | MALUKU UTARA OH 430.000 130.000 2.500.000 

33 | PAPUA OH 580.000 170.000 2.500.000 

34 | PAPUA BARAT OH 480.000 140.000 2.500.000 

Iwati KOTA GORONTALO, p 

— N A. TAHA 

l 

- 
wu 2 
“ 

| 

 



L A M P I R A N I I 

P E R A T U R A N W A L I K O T A G O R O N T A L O 

N O M O R 7 T A H U N 2 0 2 3 

T E N T A N G 

P E R J A L A N A N D I N A S D I L I N G K U N G A N P E M E R I N T A H A P ^ 

K O T A G O R O N T A L O 

U A N G H A R I A N P E R J A L A N A N D I N A S L U A R K O T A D A L A M P R O V I N S I D A N 

M E N G I K U T I P E N D I D I K A N D A N P E L A T I H A N 

N O P R O V I N S I S A I U A N 
L U A R K O T / . 

D A L A M 
P R O V I N S I 

D I K L A T 
( L E B I H D A R I 

8 J A M ) 

1 K A B U P A T E N P O H U W A T O O H 3 7 0 . 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 

2 K A B U P A T E N B O A L E M O O H 3 7 0 . 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 

3 K A B U P A T E N G O R O N T A L O O H 3 7 0 . 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 

4 K A B U P A T E N G O R O N T A L O U T A R A O H 3 7 0 . 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 

5 K A B U P A T E N B O N E B O L A N G O O H 3 7 0 . 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 

MERMI 

MUG 
MMW 

Aina 

BGM 1 

WALI K O T A G O R A N T A L O , | 

E N A . T A F I A 

LAMPIRAN II 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN 

KOTA GORONTALO 

PEMERINTAHAN 

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI DAN 

MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
  

  

  

  

  

              

  

  

  

  

  

LUAR KOTA. DIKLAT 
NO PROVINSI SATUAN DALAM (LEBIH DARI 

PROVINSI 8 JAM) 

1 KABUPATEN POHUWATO OH 370.000 100.000 

9 KABUPATEN BOALEMO OH 370.000 100.000 

3 | KABUPATEN GORONTALO OH 370.000 100.000 

4 | KABUPATEN GORONTALO UTARA OH 370.000 100.000 

5 | KABUPATEN BONE BOLANGO OH 370.000 100.000 

| 
raman | WALI KOTA GORANTALO | 

L 

: - y — ANSTEN AP 

501 EN A. TAHA       

  
KY 

 



LAMPIRAN I I I 

P E R A T U R A N W A L I KOTA GOROIMTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2023 

T E N T A N G 

P E R J A L A N A N DINAS D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H A N K G ' 

GORONTALO 

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA 

NO PRO V INS I / KOTA SATUAN 

PENGAWASAN 
DAN 

I N T E N S I F I K A S I 
P A J A K 

D A E R A H 

DIATAS 8 
J A M 

DIBA 
8 J 

W 
AR 

AH 
i 

I I KOTA GORONTALO I 
KECAMATAN KCTA UTARA O H 200.000 150.000 95.000 

I 

KECAMATAN SIPATANA O H 200.000 150.000 95.000 

I 

KECAMA1 AN KCTA TENGAH O H 200.000 150.000 95.000 

I 

KECAMAI AN KCTA BARAT O H 200.000 150.000 95.000 

I 

KECAMAIAN DUNGINGI OH 200.000 150.000 95.000 

I 

KECAMAIAN KCTA SELATAN OH 200.000 150,000 95.000 

I 

KECAMATAN KCTA TIMUR OH 200.000 150.000 95.000 

I 

KECAMATAN DUMBC RAYA OH 200.000 150.000 95.000 

I 

KECAMATAN HULCNTHALANGI O H 200.000 150.000 95.000 

MHUH 

MUfi 
HUU 

Ai.ua 

WALI KOTA GORONTAL(|!-

LAMPIRAN III 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA 

GORONTALO 

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
  

    

  

      

PENGAWASAN 
DAN 

INTENSIFIKASI NO| — PROVINSI/KOTA— (SATUAN | pajak | aan Pati 
DAERAH 

1 | KOTA GORONTALO 
KECAMATAN KOTA UTARA OH 200.000 | 150.000 | 95.000 
KECAMATAN SIPATANA OH 200.000 | 150.000 | 95.000 
KECAMATAN KOTA TENGAH OH 200.000 | 150.000 | 95.000 
KECAMATAN KOTA BARAT OH 200.000 | 150.000 | 95.000 
KECAMATAN DUNGINGI OH 200.000 | 150.000 | 95.000 
KECAMATAN KOTA SELATAN OH 200.000 | 150.000 | 95.000 
KECAMATAN KOTA TIMUR OH 200.000 | 150.000 | 95.000 
KECAMATAN DUMBO RAYA oH 200.000 | 150.000 | 95.000 
KECAMATAN HULONTHALANGI |” OH 200.000 | 150.000 | 95.000 

ar! | WALI KOTA GORONTALC 

za ———— Dp 
sa L sat Tan A. TAHA 
28WA L     

  
 



LAMPIRAN I V 

P E R A T U R A N WAL I KOTA GCiRONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2023 

TENTANG 

P E R J A L A N A N DINAS D IL INGKUNGAN P E M E R I N T A H / l N 

KOTA GORONTALO 

S/TUAN BIAYA T I K E T P E S A W A T PEFIJALANAN DINAS L U A R KOTA 

DAN B A G A S I P E R G I PULANG (PP) 

NO 
P R O V I N S I / K A B U P A T E N / K O T A S A T U A N B I A Y A T I K E T I 5AGASI 

NO 
/ L S A L T U J U A N B I S N I S E K O N O M I (Kg) 

1 G O R O N T A L O ACEH IBANDA ACEHl 19 674 930 
X. ^ • VX 1 1 • ,X VX vx 

5 985 870 
vx • _x v x v x « v x 1 vx 

00 

2 GORONTALO SI IMT JT IMFDANI 11 467 335 
X J . • r vx 1 • v x 

5 229 675 
v x • l u ^< -X B v x 1 v x 

30 

3 G O R O N T A L O RIAU IPFKAN RARin 9 629 070 
> v x .XH -X > vx 1 v x 

5 109 555 
v x • X v x wX • vx vx vx 

30 

4 G O R O N T A L O KFPRT ITT PTNANGl 
I V 1 ' 1 I V X I X «F X X 1 ^ / V I 1 V J / 

24 108 975 
1 • X vx v x m ^ 1 v x 

8 355 435 
V ' • w V.^ V.i' • 1 v.^ v.^ 

30 

5 G O R O N T A L O IAMBI IIAMBH 24 107 160 
r • X vx f • X v x vx 

5 410 185 
v x B 1 X vx B X v x v x 

30 

6 G O R O N T A L O SI IMBAR IPADANCil 10 569 570 
X vx • v x v x -X • vx / vx 

5 790 675 
v x B I -X vx B v x I v x 

^0 

7 G O R O N T A L O SUMSEL fPALEMBANGI 
kX VX 1 • X kX M—i l—d \ X ' * ' ' X J 1 T 1 X J XX, 1 "1 V J 1 

8 814 465 
V./ • V.^ .V 1 * 1 v.^ v.^ 

4 763 220 
1 B V V^ V^ B V ^ 

30 

8 G O R O N T A L O 
V J V -/ X V <^ X ̂  X X l X x V x 

I AMPIING IB T AMPUNGl 7.712.925 3 574 560 
vx B vx 1 1 • vx v x v x 

3o 

9 G O R O N T A L O 
V ^ X V x X V v x X i X x x x x v . / 

BENGKUL IBENGKULUl 15 080 835 
X vx > vx v x v x • v x v x v x 

4 955 775 
1 • —X vx v x ml 1 VX 

30 

10 G O R O N T A L O 
V - J V x X V v x X i X X X X X V x 

BABFLIPANGKAL PINANGl 
l - J x v L X J _ / J _ f l 1 X v i X V J X V X V i _ i 1 l l x x V l x v J 1 

14 585 670 
X 1 » v x v x v x » v x f vx 

4 173 510 
( • X I v x • v x X v x 

30 

11 GORONTALO 7 231 000 
/ . ^ v X X . V X V X V X 

3 465 700 
vX . 1 Vx vX B / VXVX 

30 

12 GORONTAT O TAWA RAR AT BRANDT rNr;̂  7 931 000 4 394 000 
I . v 9 ^ 1 . vx VX VX 

30 

13 HK"! TAkTARTA HAFfTARTA^ 7 931 000 
/ . vx ± . v/vxVx 

4 R94 non 
rt^. O x l ( " . v x vX vx 

30 

14 GORONTALO JATENG (SEMARANG) 8.681.145 3.708.705 30 

15 GORONTALO DI.YOGYA (YGGYAKARTA) 8.825.520 3.463.350 30 

16 GORONTALO JAWA TIMUR (SURABAYA) 15.905.175 3.242.085 30 

17 GORONTALO BALI (DENPASAR) 18.479.175 4.363.755 30 

18 GORON lALO V T T ' T V / V X A A T * A X X \ 

NTB (MATARAM) ZD.693.4/0 4.9z/.06o 30 

19 GORONTALO NTT (KUPANG) 12.300.420 5.214.165 30 

20 GORONTALO KALBAR (PONTIANAK) 24.107.160 5.400.450 30 

21 GORONTALO KALTENG (PALANGKARAY/.) 29.222.325 6.014.250 30 

22 GORONTALO KALSEL (BANJARMASIN) 25.179.825 7.009.860 30 

23 GORONTALO KALTIM (SAMARINDA) 25.486.560 7.283.430 30 

24 GORONTALO KALUT (TANJUNG SELOR) 25.486.560 7.283.430 30 

25 GORONTALO SULUT (MANADO) 8.846.640 1.075.635 30 

26 GORONTALO GORONTALO(GORONTALO) 

27 GORONTALO SULBAR (MAMUJU) 8.846.640 3.127.740 30 

28 GORONTALO SULSEL (MAKASSAR) 4.037.055 1.866.975 30 

LAMPIRAN IV 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN 

KOTA GORONTALO 

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR KOTA 

DAN BAGASI PERGI PULANG (PP) 
  

PROVINSI/ KABUPATEN / KOTA SATUAN BIAYA TIKET 
  

  

    
  

  

  

    

3
 

    

—
—
 

i
e
   

NO aa 

ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI 8) 

1 | GORONTALO | ACEH (BANDA ACEH) 19.674.930 5.985.870 30 

2 | GORONTALO | SUMUT (MEDAN) 11.467.335 5.229.675 30 

3 | GORONTALO | RIAU (PEKAN BARU) 9.629.070 5.109.555 30 

4 | GORONTALO | KEPRI (TJ PINANG) 24.108.975 8.355.435 30 

5 | GORONTALO | JAMBI (JAMBI) 24.107.160 5.410.185 30 

6 | GORONTALO | SUMBAR (PADANG) 10.569.570 5.190.675 30 

7 | GORONTALO | SUMSEL (PALEMBANG) 8.814.465 4.763.220 30 

8 | GORONTALO | LAMPUNG (B.LAMPUNG) 7.712.925 3.574.560 30 

9 | GORONTALO | BENGKUL (BENGKULU) 15.080.835 4.955.775 30 

10 | GORONTALO | BABEL(PANGKAL PINANG) 14.585.670 4.173.510 30 

11 | GORONTALO | BANTEN (SERANG) 7.231.000 3.465.700 30 

12 | GORONTALO | JAWA BARAT (BANDUNG) 7.231.000 4.824.000 30 

13 | GORONTALO | DKI JAKARTA (JAKARTA) 7.231.000 4.824.000 30 

14 | GORONTALO | JATENG (SEMARANG) 38.681.145 3.708.705 30 

15 | GORONTALO | DI.YOGYA (YOGYAKARTA) 3.825.520 3.463.350 30 

16 | GORONTALO | JAWA TIMUR (SURABAYA) 15.905.175 3.242.085 30 

17 | GORONTALO | BALI (DENPASAR) 18.479.175 4.363.755 30 

18 | GORONTALO | NTB (MATARAM) 25.693.470 4.927.065 30 

19 | GORONTALO | NTT (KUPANG) 12.300.420 5.214.165 30 

20 | GORONTALO | KALBAR (PONTIANAK) 24.107.160 5.400.450 30 

21 | GORONTALO | KALTENG (PALANGKARAYA) | 29.222.325 6.014.250 30 

22 | GORONTALO | KALSEL (BANJARMASIN) 25.179.825 7.009.860 30 

23 | GORONTALO | KALTIM (SAMARINDA) 25.486.560 7.283.430 30 

24 | GORONTALO | KALUT (TANJUNG SELOR) 25.486.560 7.283.430 30 

25 | GORONTALO | SULUT (MANADO) 3.846.640 1.075.635 30 

26 | GORONTALO | GORONTALO (GORONTALO) , n 

27 | GORONTALO | SULBAR (MAMUJU) 8.846.640 3.127.740 30 

28 | GORONTALO | SULSEL (MAKASSAR) 4.037.055 1.866.975 30            



- 2 -

29 GORONTALO SULTENG (PALU) 11.033.715 3.352.800 30 

30 GORONTALO SULTRA (KENDARI) 11.033.715 2.312.805 30 

31 GORONTALO MALUKU (AMBON) 11.033.715 4.140.510 30 

32 GORONTALO MALUKU UTARA (SOFIFI) 11.033.715 4.400.550 30 

33 GORONTALO PAPUA (JAYAPURA) 19.303.845 11.028.435 30 

34 GORONTALO PAPUA BAR (MONOKWARI) 19.303.845 11.028.435 30 

WAL I KOTA GO RONTALO I 

Ainn 

ffiW L A. TAHA 

      

-2- 

      
  

  

  

  
  

  

  

29 | GORONTALO | SULTENG (PALU) 11.033.715 | 3.352.800 30 

30 | GORONTALO | SULTRA (KENDARI) 11.033.715 | 2.312.805 30 

31 | GORONTALO | MALUKU (AMBON) 11.033.715 | 4.140.510 30 

32 | GORONTALO | MALUKU UTARA (SOFIFI) 11.033.715 | 4.400.550 30 

33 | GORONTALO | PAPUA (JAYAPURA) 19.303.845 | 11.028.435 30 

34 | GORONTALO | PAPUA BAR (MONOKWARI) 19.303.845 | 11.028.435 30 

ea KOTA GORONTALO f 

PERANGKAT 

uu | y 
Hu MA A. TAHA 

ASISTEN 

SEKDA 

Y     

  

 



L A M P I R A N V 

P E R A T U R A N W A L I K O T A G O R O N T A L O 

N O M O R 7 T A H U N 2 0 2 3 

T E N T A N G 

P E R J A L A N A N D I N A S D I L I N G K U N G A N P E M E R I N T A H A N K O T / ^ 

G O R O N T A L O 

S A T U A N B I A Y A T R A N S P O R T A S I D A R A T P E R J A L A N A N D I N A S L U A R K O T A 

DAERAH BIAYA TRANSPORT 
NO 

ASAL TUJUAN TIKET pp; BIAYA RIIL BBM KENDARAAN 
DINAS pp 

SULAWESI UTARA Rp 2.000.000 Rp 1.500.000 

KOTA 
GORONTALO 

SULAWESI TENGAH Rp 3.000.000 Rp 2.000.000 
SULAWESI BARAT Rp 3.000.000 Rp 2.750.000 
SULAWESI TENGGARA Rp 3.500.000 Rp 2.800.000 
SELAWESI SELATAN Rp 3.500.000 Rp 2.900.000 

PBUKUT 
MBUH \ 
uu; 
ilUKUi 

7 

I W A L I K O T A G O R O N T A L O , 

N A . T A H A L 

LAMPIRAN V 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA 

GORONTALO 

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS LUAR KOTA 

  

  

  

    
  

  

  

          

DAERAH BIAYA TRANSPORT 

NO | BBM KENDARAAN ASAL TUJUAN TIKET PP / BIAYA RIIL Na 

SULAWESI UTARA Rp 2.000.000 Rp” 1.500.000 
«ora SULAWESI TENGAH Rp 3.000.000 Rp” 2.000.000 

1 | coponraLo (SULAWESI BARAT Rp 3.000.000 Rp” 2.750.000 
SULAWESI TENGGARA | Rp 3.500.000 Rp” 2.800.000 
SELAWESI SELATAN | Rp 3.500.000 Rp” 2.900.000 
  

  

  

  

          

  
1 

PERANG (AT | 
DAERAH 

KABA 
HUKUII 

ASISTEN 

r 
sEDA 

! 

| WALI KOTA GORONTALO 

— — 
MA N A. TAHA 

 



LAMPIRAN V I 

P E R A T U R A N WAL I KOTA GORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2023 

TENTANG 

P E R J A L A N A N DINAS D I L INGKUNGAN PEWERINTAHAEl 

KOTA GORONTALO 

N(D 
DAERAH TIKET PP / 

OIAVA DIM blAYA KIIL 

BBM 
KENDARAAN 

DINAS PERHARI 
N(D ASAL ^ 1 1 I I 1 A k 1 

TUJUAN 

TIKET PP / 
OIAVA DIM blAYA KIIL 

BBM 
KENDARAAN 

DINAS PERHARI 

o 

CO 
o 
o 

5 

KABUPATEN POHUWATO 

o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN POPAYATO Rp 650.000 Rp 300.000 

o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN TALUDITI Rp 650.000 Rp 300.000 

o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN LEMITO Rp 650,000 Rp 300.000 

o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN RANDANGAN Rp 650.000 Rp 300.000 

o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN PATILANGGiO Rp 650.000 Rp 300.000 

o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN MARISA Rp 650.000 Rp 300.000 

o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN PAGUAT Rp 650.000 Rp 300.000 

o 

CO 
o 
o 

5 

KABUPATEN BOALEMO 

o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN MANANGGU Rp 400,000 Rp 250.000 

o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN BOTUMOITO Rp 400.000 Rp 250.000 

o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN TILAMUTA Rp 400.000 Rp 250.000 

o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN PAGUYAMAN Rp 400.000 Rp 250.000 

o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN WONOSARI Rp 400.000 Rp 250.000 

o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN PAGUYAMAN PANTAI Rp 400.000 Rp 250.000 

o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN DULUPI Rp 400.000 Rp 250 .000 

o 

CO 
o 
o 

5 

KABUPATEN GORONTALO 
o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN MOOTILANGO Rp 300.000 Rp 2O0 .000 o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN BOLIYOHUTO Rp 300.000 Rp 200.000 
o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN TOLANGOHULA Rp 300.000 Rp 200.000 

o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN PULUBALA Rp 300.000 Rp 200,000 

o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN TIBAWA Rp 300.000 Rp 200.000 

o 

CO 
o 
o 

5 KECAMATAN LIMBOTO BARAT Rp 300,000 Rp 200.000 

o 

CO 
o 
o 

5 
KECAMATAN LIMBOTO BARAT Rp 300,000 Rp 200.000 

o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN BONGOMEME Rp 300.000 Rp 200.000 

o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN BATUDAA Rp 300.000 Rp 200.000 

o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN BATUDAA PANTAI Rp 300.000 Rp 200.000 

o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN TELAGA Rp 300.000 Rp 200.000 

o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN TELAGA BIRU Rp 300.000 Rp 200.000 

o 

CO 
o 
o 

5 

KABUPATEN GORONTALO UTARA 

o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN TCLINGGULA Rp 350.000 Rp 35(1.000 

o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN SUMALATA Rp 350.00C Rp 350.000 

o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN ANGGREK Rp 350.000 Rp 350.000 

o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN KWANDANG Rp 350.000 Rp 350.000 

o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN ATINGGCLA Rp 350.000 Rp 350.000 

o 

CO 
o 
o 

5 

KABUPATEN BONE BOLANGO 

o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN TAPA Rp 200.00C: Rp 150.000 

o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN BCNE RAYA Rp 200.00C' Rp 150.000 

o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN BOLANGO UTAR/i Rp 200.000 Rp 150.000 

o 

CO 
o 
o 

5 

KECAMATAN KABILA Rp 200.000 Rp 15C ).000 

LAMPIRAN VI 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN 

KOTA GORONTALO 

  

  

  

  

  

  

ASISTEN 

  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

        

NO Tn Na ai Pep 
ASAL TUJUAN DINAS PERHARI 

KABUPATEN POHUWATO 
KECAMATAN POPAYATO Rp 650000 | Rp” 300.000 
KECAMATAN TALUDITI Rp 650.000 | Rp” 300.000 
KECAMATAN LEMITO Rp 6500001 Rp” 300.000 
KECAMATAN RANDANGAN Rp 650.000 | Rp” 300.000 
KECAMATAN PATILANGGIO Rp 650.000 1 Rp” 300.000 
KECAMATAN MARISA Rp 650.000 1 Rp” 300.000 
KECAMATAN PAGUAT Rp 650.000 | Rp” 300.000 
KABUPATEN BOALEMO 
KECAMATAN MANANGGU Rp 400000 | Rp” 257.000 
KECAMATAN BOTUMOITO Rp 400.000 | Rp” 250.000 
KECAMATAN TILAMUTA Rp 4000001 Rp” 250.000 
KECAMATAN PAGUYAMAN Rp 400000 | Rp” 250.000 
KECAMATAN WONOSARI Rp 4000001 Rp” 250.000 
KECAMATAN PAGUYAMAN PANTAI | Rp 400.000 | Rp” 250.000 
KECAMATAN DULUPI Rp 4000001 Rp” 250.000 

.. (KABUPATEN GORONTALO | 
& | KECAMATAN MOOTILANGO Rp 3000001 Rp” 200.000 
5 (KECAMATAN BOLIYOHUTO Rp 3000001 Rp” 200.000 
& (KECAMATAN TOLANGOHULA Rp” 300.000 1 Rp” 200.000 
2 (KECAMATAN PULUBALA Rp 300000 | Rp” 200.000 
3 | KECAMATAN TIBAWA Rp 300000 | Rp” 200.000 
P (KECAMATAN LIMBOTO BARAT Rp 300.000 | Rp” 200.000 

KECAMATAN LIMBOTO BARAT Rp 300.000 | Rp” 200.000 
KECAMATAN BONGOMEME Rp 300.000 | Rp” 200.000 
KECAMATAN BATUDAA Rp 300.000 | Rp” 200.000 
KECAMATAN BATUDAA PANTAI Rp” 300.000 1 Rp” 200.000 
KECAMATAN TELAGA Rp 3000001 Rp” 200.000 
KECAMATAN TELAGA BIRU Rp 300.000 | Rp” 200.000 
KABUPATEN GORONTALO UTARA 
KECAMATAN TOLINGGULA Rp 350000 | Rp” 350.000 
KECAMATAN SUMALATA Rp 350.000 | Rp” 350.000 
KECAMATAN ANGGREK Rp 350.002 | Rp” 350.000 
KECAMATAN KWANDANG Rp 350.00C 1 Rp” 350.000 
KECAMATAN ATINGGOLA Rp 350.00C | Rp” 350.000 
KABUPATEN BONE BOLANGO 
KECAMATAN TAPA Rp 200000 | Rp” 150.000 
KECAMATAN BONE RAYA Rp 200000 | Rp” 150.000 
KECAMATAN BOLANGO UTARA Rp 200000 | Rp” 150.000 
KECAMATAN KABILA Rp 200000 T Rp” 150.000 

    J
K
T
 

LA  



KECAMATAN TILCNGKABILA Rp 200.000 Rp 150 .000 
KECAMATAN BCTUPINGGE Rp 200.000 Rp 150 .000 
KECAMATAN KABILA BCNE Rp 200.000 Rp 150 .000 
KECAMATAN BCNE RAYA Rp 200.000 Rp 150 .000 
KECAMATAN SUWAWA Rp 200.000 Rp 150.000 
KECAMATAN BCNE PANTAI Rp 200.000 Rp 150 .000 

PBUNCUT 
DARIN 

UBIG 
WdiV 

Aiira 

HA 

WALI KOTA GORONTALO,-t 
A. TAHA 

  

  

    

  

  

        
  

  

KECAMATAN TILONGKABILA Rp 2000001 Rp” 150.000 
KECAMATAN BOTUPINGGE Rp 2000001 Rp” 150.000 
KECAMATAN KABILA BONE Rp 2000001 Rp” 150.000 
KECAMATAN BONE RAYA Rp 2000001 Rp” 150.000 
KECAMATAN SUWAWA Rp 2000001 Rp” 150.000 
KECAMATAN BONE PANTAI Rp 200000 | Rp 150.000 

| | WALI KOTA GORONTALO, 
PERANE KAT | 

MERAIH 

  

KABAG 
HUKUM 

  

ASSTA 

  

        

  

—— 0 Nun 

EN A. TAHA 

 



LAMPIRAN V I I 

P E R A T U R A N WALI K O T A GOR(3NTALO 

NOMOR 7 T A H U N 2023 

T E N T A N G 

P E R J A L A N A N DINAS D I L INGJiUNGAN P E M E R I N T A H A N K O T A 

G O R O N T A L O 

SATUAN BIAYA T A K S I P E R J A L A N A N DINAS L U A R K O T A 

NO PROVINS I C\ A T^T T A TVT 
SATUAN B E S A R A N 

1 1 iWi-l/l 1 O K R n 197 nnn 

o z O F R n 979 nnn 
r\.|j zoz .vyDvy 

RTAU O K R n Q4 nnn 

4 K F P I J I AIJAN RTAU O K R n 177 nnn 

s 
vX 

J A M B I O K R n 147 000 

VX S U M A T F R A B A R A T O K vy rv 

7 
f 

S U M A T F R A S F I ATAN O K vy XV R n 198 nnn 
JA.^ L ^<D,\J\J\J 

Q o T AMPI ING O K vy i\ R n 1 fi7 nnn 

Q R F N G R T IT T T O F vy rv R n 1 nQ nnn 
I\.|J lvX".WvXVJ 1 0 R A N G F A R F T ITT TNG O F V y iV Rp 90.000 

1 1 
J. ± 

R A N T F N G F vy IV Rp 446.000 

12 
J. z 

. lAWA R A R A T O K vy rv Rp 166.000 
11^ H F T T A F A R T A G F v y i v Rp 256.000 
14 TAWA T F N G A H G F vy rv Rp 75.000 
1 C 
1 o 

GT V G G V A F A R T A 1X1. I VAjr l/\l\/\Ki A G F 
Wis. 

Rp 118.000 

I D TAWA TTMTTR G F WIS. Rp 194.000 
1 7 RAT T G F WIS. Rp 159.000 

18 NUSA T E N G G A R A B A R A T O K Rp 231.000 

19 NUSA T E N G G A R A T I M U R O K Rp 108.000 

20 KALIMANTAN B A R A T O K Rp 231.000 

21 KALIMANTAN T E N G A H O K Rp 108.000 

22 KALIMANTAN S E L A T A N O K Rp 150.000 

23 KALIMANTAN T I M U R O K Rp 450.000 

24 KALIMANTAN UTARA O K Rp 102.000 

25 S U L A W E S I UTARA O K Rp 138.000 

26 G O R O N T A L O O K Rp 240.000 

27 S U L A W E S I B A R A T O K Rp 313.000 

28 S U L A W E S I S E L A T A N O K Rp 145.000 

LAMPIRAN VII 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA 

GORONTALO 

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA 

  

  

  

  

  

  

                  

NO PROVINSI SATUAN BESARAN 

1 Jacen OK Rp 123.000 
2 | SUMATERA UTARA OK Rp 232.000 
3 Iriau OK Rp 94.000 
4 | KEPULAUAN RIAU OK Rp 137.000 
5 IyamBi OK Rp 147.000 
6 | SUMATERA BARAT OK Rp 190.000 
7 | SUMATERA SELATAN OK Rp 128.000 
8 | LampuNG OK Rp 167.000 
9 | BENGKULU OK Rp 109.000 
10 | BANGKA BELITUNG OK Rp 90.000 
11 | BANTEN OK Rp 446.000 
12 | JAWA BARAT OK Rp 166.000 
13 | DKI JAKARTA OK Rp 256.000 
14 | JAWA TENGAH OK Rp 75.000 
15 | DI. YOGYAKARTA OK Rp 118.000 
16 | JAWA TIMUR OK Rp 194.000 
17 (Baui OK Rp 159.000 
18 | NUSA TENGGARA BARAT OK Rp 231.000 
19 | NUSA TENGGARA TIMUR OK Rp 108.000 
20 | KALIMANTAN BARAT OK Rp 231.000 
21 | KALIMANTAN TENGAH OK Rp 108.000 
22 | KALIMANTAN SELATAN OK Rp 150.000 

0 | 23 IkaLimanNTaN TIMUR OK Rp 450.000 
rawat | 24 | KALIMANTAN UTARA OK Rp 102.000 
- 25 | SuLAwESI UTARA OK Rp 138.000 
. , 26 | GORONTALO OK Rp 240.000 
— fx | 27 | suLawesi BARAT OK Rp 313.000 

28 | SULAWESI SELATAN OK Rp 145.000 
J  



2 

29 S U L A W E S I T E N G A H O K Rp 165.000 

30 S U L A W E S I T E N G G A R A O K Rp 171.000 

3 1 M A L U K U O K Rp 240 .000 

32 M A L U K U UTARA O K Rp 215.000 

33 PAPUA O K Rp 431 .000 

34 PAPUA B A R A T O K Rp 182.000   

29 

30 

31 

32 

33 

34   

SULAWESI TENGAH 

SULAWESI TENGGARA 

MALUKU 

MALUKU UTARA 

PAPUA 

PAPUA BARAT   

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK   

165.000 

171.000 

240.000 

215.000 

431.000 

182.000 

  

  

  

  

  

        

  

— A— 

h ALI KOTA GorowaLof 

M EN A. TAHA 

 



UAMPIRANAHH 
P E R A T U R A N W A L I KOTA GORONTALO 
NOMOR 7 T A H U N 2023 
T E N T A N G 
P E R J A L A N A N DINAS D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H A N KOTA GORONTALO. 

SATUAN B IAYA PENGINAPAN 

NO PROVINSI SATUAN 

TARIF 

NO PROVINSI SATUAN 
TX'IT'TDAT A A I T D A TJF K E > P A L A D A E / K A H , 

W A K T T K F P A T A 

DAERAH DAN 
KETUA DPRD 

WAKIL 
KETUA 
DPRD 

ANGGOTA DPRD, 
PEJABAT PIMPINAN 
TINGGI MADYA DAN 
PEJABAT PIMPINAN 
TINGGI PRATAMA 

D l j ^ T A I D A X 

F E J A B A 1 
A D M I N I S T R A T O R 
i\XJ I V l 1 1 1 1 0 1 I X r t V 1 KJIN, 

DAN PNS 
GOLONGAN IV 

Oir T A D A T * 

P E J A B A I 
P F N O A W A S 

r 11/1 vvj/i vv i i o 
DAN PNS 

GOLONGAN III 

P N S O O I O N O A N T 

DAN II 

1 1 A L L n un ft ft ^\ ^\ V 

4.420.000 
ft ft* ft* ft* ft* ft* ft* 

4.000.000 
ft* ft* ftft ft— ft* ft* ft* 

3.2S6.000 
ft* ft* ft* * ft* ft* ft* 

1.294.000 556.000 556.000 
- J CMkylATCDA MTADA O M 

ft #—\ <̂  B^ B^ B^ 
A Q f i n n n n 

ft* v~ ft* ft* ft* ft* ft* 

9 finn nnn 
ftt ^ ft< ft* ft* ft* ft* 

1 S I R nnn 
ft* JA ft-* ft* ft* ft* ft-* 

1 1 nn nnn 
^ -* ft* ft* ft* ft* 
530 nnn 

^ * ft* ft* ft* ft* 

530 000 
i DI A 1 1 U n 3.820.000 ft* ft ft* ft* ft* ft* ft* 

3.400.000 
ft* jm jm ft* ft* ft* ft* 

3.119.999 
ft* ft— ̂  ft* ft* ft* ft-* 

1.6S0.000 
ft* ^ ft* ft* ft* ft* 

852.000 
n ^ " t ft* ft* ft* 

852.000 
A 
4 l/CDI II Al lAM DIAIl n u 

U M 
ft ^a ^ 

4.27S.000 
ft* ft* ft* ft* ft* ft** ft* 

3.000.000 
jm ft* M ^ ft* ft* ̂ * 

1.8S4.000 
ft* ft* ft* ̂  ft* ft* ft* 

1.037.000 
^ ft* ft* ft* ft* ft* 

792.000 
mm ft* * ft* ft* ft* 

792.000 c 
D 

1 AkBDI J A M B I U n 
ft ^^ft%^^ ft^^^fts 

4.000.000 
ft>* ft— /•* ft-* ft** ft-* ft** 

3.600.000 
ft* -* ft* ̂  ft* ft* ft* 

3.337.000 
ft* -* ft -* ft* ft* ft* 
1.212.000 

^ 1 * ft* ft* ft* ft* 

580.000 580.000 
b CI IN̂ ATCDA DADAT D U I V I A 1 t H A B A K A 1 U n 

f~ B^ —.% ft* ft^ 

S.236.000 
M ft* ft* ft* ft* ft* ft— 

4.300.000 
ft* ft* ft* ft* ft* ft* ft* 

3.332.000 
ft* ft* r— -* ft* ft* ft* 

1.3S3.000 
ft— ^ ft* ft* ft* ft* 

650.000 
^ ^ ft* ft* ft* ft* 

650.000 
/ CI l̂ yiATCDA e n A T A M D U I V I A 1 t r \ A o t L A 1 A I M U n 

ft* ft* ft* ft* ft* 

S.8S0.000 
ft ft* ft* ft* ft* ft* ft* 

4.000.000 
ft* ft* ft* ft* ft* ft* ft* 

3.083.000 
ft* —- —* ft* ft* ft* ft* 

1.S71.000 
ft* ft— *i ft* ft* ft* 

861.000 
ft* ft— *i ft* ft* ft* 

861.000 Q O 1 Â D̂I \K\(Z un ft ft ^ ft ^ r \ / ^ 

4.491.000 
ft-* ** ft* ft* ft* ft* ft* 

3.200.000 
ft* ft* ^ ft-* ft* ft* 

2.067.000 1.140.000 580.000 r- /* ft* ft* ft* /* 

580.000 
Q DCMm/l II 1 1 un ft* ft\-ftft ft*ft>ft"* 

2.071.000 
<« ft* ft* ft* ft* ft* ft* 

1.800.000 
<i ft— ** r* ft-* ft* /•* 

1.628.000 1.S46.000 ^ * r\ ft* /* ft* 

630.000 
^ * ft* ft* ft* ft* 
630.000 

1 n QANTOI/A DCl ITI IM^ 
B A I N u l v A B t L I 1 U r M u 

nu un 3.02/.UUU o Ten nnn o.zbU.UUU T Q3Q nnn 1 QC7 nnn 
i.ys/.uuu 

CT5 nnn o o nnn 
11 
X X 

BANTEN OH S.72S.000 3.800.000 2.373.000 1.000.000 718.000 718.000 
12 JAWA BARAT OH S.381.000 3.7S0.000 2.7SS.000 1.006.000 570.000 570.000 
13 DKl JAKARTA OH S.8S0.000 4.000.000 1.490.000 992.000 730.000 730.000 
14 JAWA TENGAH OH 4.240.000 3.100.000 1.480.000 9S4.000 600.000 600.000 
15 DI. YGGYAKARTA OH S.017.000 4.000.000 2.69S.000 1.384.000 845.000 845.000 
16 JAWA TIMUR OH 4.400.000 3.000.000 1.60S.000 1.076.000 664.000 664.000 
17 BALI OH 4.890.000 3.400.000 1.946.000 990.000 910.000 910.000 
18 NUSATENGGARA BARAT OH 3.S00.000 3.100.000 2.648.000 1.418.000 580.000 580.000 
19 NUSA TENGGARA TIMUR OH 3.000.000 2.200.000 1.493.000 1.3SS.000 550.000 550.000 
20 KALIMANTAN BARAT OH 2.6S4.000 2.000.000 1.S38.000 1.12S.000 538.000 538.000 
21 KALIMANTAN TENGAH OH 4.901.000 4.000.000 3.391.000 1.160.000 659.000 659.000 
22 KALIMANTAN SELATAN OH 4.797.000 4.000.000 3.316.000 1.500.000 540.000 540.000 

  

  

  

-
 

LAMPIRAN VIH-— 
PERATURAN WALI KOTA G ORONTALO 
NOMOR 7 TAHUN 2023 
TENTANG 
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA GORONTALO. 

SATUAN BIAYA PENGINAPAN 
  

  

  

  

        

H
A
       

TARIF 

KEPALA DAERAH, | vanyu Me A D Aa PEJABAT PEJABAT 
NO PROVINSI SATUAN | WAKIL KEPALA ADMINISTRATOR | pengawas | PNS GoLonGaN 1 KETUA | TINGGI MADYA DAN DAERAH DAN ae Ma AAN DAN PNS DAN PNS DAN II 

KETUA DPRD Bea EM ANAN | GoronganNiv | GOLONGAN Il 

1 Tacen OH 4.420.000 | 4.000.000 3.256.000 1.294.000 556.000 556.000 
2 | sumatera utara OH aaen.oool 2.600.000 1.518.000 1.100.000 530.000 530.000 
3 Iriau OH 3.820.000 | 3.400.000 3.119.999 1.650.000 852.000 852.000 
4 | kepuLauan Riau OH 4.275.000 | 3.000.000 1.854.000 1.037.000 792.000 792.000 
5 Tiamsi OH 4.000.000 | 3.600.000 3.337.000 1.212.000 580.000 580.000 
6 | sumateRA BARAT OH 5.236.000 | 4.300.000 3.332.000 1.353.000 650.000 650.000 
7 | sumaTERA SELATAN OH 5.850.000 | 4.000.000 3.083.000 1.571.000 861.000 861.000 
8 lampung OH 4.491.000 | 3.200.000 2.067.000 1.140.000 580.000 580.000 
9g | sengkutu OH 2.071.000 | 1.800.000 1.628.000 1.546.000 630.000 630.000 
10 | BANGKA BELITUNG OH 3.827.000 | 3.250.000 2.838.000 1.957.000 622.000 622.000 
11 | BANTEN OH 5.725.000 | 3.800.000 2.373.000 1.000.000 718.000 718.000 
12 Isawagarat OH 5.381.000 | 3.750.000 2.755.000 1.006.000 570.000 570.000 
13 | okisaKaRTA OH 5.850.000 | 4.000.000 1.490.000 992.000 730.000 730.000 
14 | JAWA TENGAH OH 4.240.000 | 3.100.000 1.480.000 954.000 600.000 600.000 
15 | Di. vocyakaRta OH 5.017.000 | 4.000.000 2.695.000 1.384.000 345.000 845.000 
16 | Jawa TIMUR OH 4.400.000 | 3.000.000 1.605.000 1.076.000 664.000 664.000 
17 Igau OH 4.890.000 | 3.400.000 1.946.000 990.000 910.000 910.000 
18 | NUSA TENGGARA BARAT OH 3.500.000 | 3.100.000 2.648.000 1.418.000 580.000 580.000 
19 | NUSA TENGGARA TIMUR OH 3.000.000 | 2.200.000 1.493.000 1.355.000 550.000 550.000 
20 | KALIMANTAN BARAT OH 2.654.000 | 2.000.000 1.538.000 1.125.000 538.000 538.000 
21 | KALUMANTAN TENGAH OH 4.901.000 | 4.000.000 3.391.000 1.160.000 659.000 659.000 
22 | KALIMANTAN SELATAN OH 4.797.000 | 4.000.000 3.316.000 1.500.000 540.000 540.000              



- 2 -

-23^ 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

KALIMANTAN TIMUR— 
KALIMANTAN UTARA 
SULAWESI UTARA 
GORONTALO 
SULAWESI BARAT 
SULAWESI SELATAN 
SULAWESI TENGAH 
SULAWESI TENGGARA 
MALUKU 
MALUKU UTARA 
PAPUA 
PAPUA BARAT 

OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 

J.000 
4.000.000 
4.919.000 

4.076.000 
4.820.000 
2.309.000 
2.475.000 
3.467.000 
3.440.000 
3.859.000 
3.872.000 

3.ooo.ooa 
3.000.000 
3.200.000 

3.200.000 
2.500.000 
2.200.000 
2.200.000 
3.200.000 
3.250.000 
3.500.000 
3.500.000 

IBMGMT IMBUH 

UBiG 
HUOM 

\l/ 
AUIB 

«M 

2.188.00a 
2.188.000 
2.290.000 

2.581.000 
1.550.000 
2.027.000 
2.059.000 
3.240.000 
3.175.000 
3.318.000 
3.212.000 

1.507.00CL 
1.507.000 

924.000 

1.075.000 
1.020.000 
1.567.000 
1.297.000 
1.048.000 
1.073.000 
2.521.000 
2.056.000 

-804.000 
804.000 
782.000 

704.000 
732.000 
951.000 
786.000 
667.000 
600.000 
829.000 
718.000 

804.000 
804.000 
782.000 

704.000 
732.000 
951.000 
786.000 
667.000 
600.000 
829.000 
718.000 

f w A L I KOTA G O R O N T A L O ^ 

N A. TAHA 

        

2 

          
  

  

    

  

  

  

23--KALIMANTAN TIMUR OH 4.000.000 | 3.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 804.000 

24 | KALIMANTAN UTARA OH 4.000.000 3.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 804.000 

25 | SULAWESI UTARA OH 4.919.000 3.200.000 2.290.000 924.000 782.000 782.000 

26 | GORONTALO OH - - - - - 

27 | SULAWESI BARAT OH 4.076.000 3.200.000 2.581.000 1.075.000 704.000 704.000 

28 | SULAWESI SELATAN OH 4.820.000 2.500.000 1.550.000 1.020.000 732.000 732.000 

29 | SULAWESI TENGAH OH 2.309.000 2.200.000 2.027.000 1.567.000 951.000 951.000 

30 | SULAWESI TENGGARA OH 2.475.000 2.200.000 2.059.000 1.297.000 786.000 786.000 

31 | MALUKU OH 3.467.000 3.200.000 3.240.000 1.048.000 667.000 667.000 

32 | MALUKU UTARA OH 3.440.000 3.250.000 3.175.000 1.073.000 600.000 600.000 

33 | PAPUA OH 3.859.000 3.500.000 3.318.000 2.521.000 829.000 829.000 

34 | PAPUA BARAT OH 3.872.000 3.500.000 3.212.000 2.056.000 718.000 718.000 

(WALI KOTA GORONTALO 
2 
— hk 
HUKUM 

MABPEN A. TAHA 
ASISTEN 

SEKDA     l
a
s
 

  

  

 



LAMPIRAN IX 
P E R A T U R A N WAL I KOTA GORONTALO 
NOMOR 7 TAHUN 2023 
T E N T A N G 
P E R J A L A N A N DINAS D IL INGKUNGAN P E M E R I N T A H A N KOTA GORONTALO 

SATUAN B IAYA PENGINAPAN L U A R KOTA DALAM PROVINS I (BIAYA RI IL ) 

TARIF 

NO PROVINSI SATUAN 
KEPALA 

DAERAH/ 
KETUA DPRD/ 

FEXJABAT 
ESELON 1 

WAKIL KETUA 
DPRD 

ANGGOTA 
DPRD / 

PEJABAT 
ESELON 2 

PEJABAT 
ESELON 3 / 

- n x - v T r^iiir^ A -hj 11 7 

PEJABAT 
ESELON 4 / 

/ - ^ , * T / - > A T / - V A IVT T T T 

vjvyiftVyiH vjriii iii 

GOLONGANI 
DAN I I 

1 KABUPATEN POHUWATO OH 1.750.000 1.500.000 1.200.000 900.000 750.000 600.000 
2 KABUPATEN BOALEMO OH 1.750.000 1.500.000 1.200.000 900.000 750.000 600.000 
3 KABUPATEN GORONTALO OH 1.750.000 1.500.000 1.200.000 900.000 750.000 600.000 

4 KABUPATEN GORONTALO 
UTARA OH 1.750.000 1.500.000 1.200.000 900.000 750.000 600.000 

5 KABUPATEN BONE 
BOLANGO OH 1.750.000 1.500.000 1.200.000 900.000 750.000 600.000 

nweiuT 
OWIM 1 MMII 

BOM 

WAL I KOTA GORONTALO 

LAMPIRAN IX 
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 
NOMOR 7 TAHUN 2023 
TENTANG 

PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA GORONTALO 

SATUAN BIAYA PENGINAPAN LUAR KOTA DALAM PROVINSI (BIAYA RIIL) 

  

  

  

                
  

  

  

TARIF 

KEPALA ANGGOTA 
NO PROVINSI SATUAN Ke MERAM/ / | WAKIL KETUA DPRD / NE ANAT / DE AAT y | GoLoNGAN I 

ATA TAMA DPRD PEJABAT (AAY A1 ART Tr AAT AMAAN TYitr DAN Il 
rIJADAIl ESELON 2 GOLONGAN lv ANA LAH INI N 4li 

ESELON 1 

1 | KABUPATEN POHUWATO OH 1.750.000 1.500.000 1.200.000 900.000 750.000 600.000 
2 | KABUPATEN BOALEMO OH 1.750.000 1.500.000 1.200.000 900.000 750.000 600.000 
3 | KABUPATEN GORONTALO OH 1.750.000 1.500.000 1.200.000 900.000 750.000 600.000 

4 Sa. ATEN GOSONTALO OH 1.750.000 1.500.000 1.200.000 900.000 750.000 600.000 
KABUPATEN BONE 3 aan OH 1.750.000 1.500.000 1.200.000 900.000 750.000 600.000 

Y 

mua A (wa KOTA oronTao/) 

ma 1 NA 
  

          

ae 
N A. TAHA MA 

  

 



L A M P I R A N X 

P E R A T U R A N W A L I K O T / L G O R O N T A L O 

N O M O R 7 T A H U N 2 0 2 3 

T E N T A N G 

P E R J A L A N A N D I N A S D I L I N G K U N G A N P E M E R I N T A H A N 

K O T A G O R O N T A L O 

U A N G R E P R E S E N T A S E P E R J A L A N A N D I N A S 

N O I » R O V I N S I S A T U A N LUAR D A E R A H 

L U A R 
D A E R A H 
DALAM 

PRO^fINSI 

DALAM 
D A E R A H 

( L E B I H 
D A R I 8 
JAM) 

2 
3 

P E J A B A T N E G A R A D A N 

P E J A B A T D A E R A H 

P E J A B A T E S E L O N I 

P E J A B A T E S E L O N I I 

O H 

O H 

O H 

2 5 0 . 0 0 0 

2 0 0 . 0 0 0 

1 5 0 . 0 0 0 

2 0 0 . 0 0 0 

1 5 0 . 0 0 0 

1 0 0 . 0 0 0 

1 2 5 . 0 0 0 

1 0 0 . 0 0 0 

7 5 . 0 0 0 

^ A L I K O T A G O R O N T A L O , ! ' 
nUKUT 
uaiB 

UKI 

t i f l i 
N A . T A H A 

LAMPIRAN X 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN 

KOTA GORONTALO 

UANG REPRESENTASE PERJALANAN DINAS 

  

  

LUAR La 
DAERAH Da Hug 

NO PROVINSI SATUAN | LUAR DAERAH DALAM (LEBIH 
, DARI 8 

PROVINSI JAM) 

1 | PEJABAT NEGARA DAN OH 250.000 200.000 125.000 
PEJABAT DAERAH 

2 | PEJABAT ESELON I OH 200.000 150.000 100.000 

3 I PEJABAT ESELON II OH 150.000 100.000 75.000             

4 
  

PERANK KAT 
DAERAH 

—m
j 

  

  

ANISTAN 

    IBIA   h
n
   ,   

  
L WALI KOTA GORONTALO/ 

| 

——a— 
M N A. TAHA 

 



L A M P I R A N X I 

P E R A T U R A N W A L I K O T / L G O R O N T A L O 

N O M O R 7 T A H U N 2 0 2 3 

T E N T A N G 

P E R J A L A N A N D I N A S D I L I N G K U N G A N P I L M E R I N T A H A N 

K O T A G O R O N T A L O 

B I A Y A P E M E R I K S A A N K E S E H A T A N 

N O 
J E N I S 

PEMEl^ IKSAAN SATUAN L U A R K O T A D A L A M K O T A 

1 R A P I D T E S T 

2 S W A B P G R 

OK 
OK 

5 0 0 . 0 0 0 

1 . 5 0 0 . 0 0 0 

5 0 0 . 0 0 0 

1 . 5 0 0 . 0 0 0 

A L I K O T A G O R O N T A L O I 
M A R T E N A . T A H A 

LAMPIRAN XI 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PIMERINTAHAN 

KOTA GORONTALO 

BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN 

  

  

          

  

  

  

      

JENIS 
NO PEMERIKSAAN SATUAN LUAR KOTA DALAM KOTA 

1 | RAPID TEST OK 500.000 500.000 

2 I|SWAB PCR OK 1.500.000 1.500.000 

1 

usu ALI KOTA GORONTALOY 

KABAG 

. “——— 
ASISTEN MARJFEN A. TAHA 

OMA y Na     

 



LAMPIRAN X I I 

P E R A T U R A N W A L I KOTA GORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2023 

T E N T A N G 

P E R J A L A N A N DINAS D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H A N KOlTA 

GORONTALO 

S U R \ T PERNYATAAN PEMBATALAN T U G A S P E R J A L A N A N DINAS 
NOMOR 

Yang bertanda tangan d i bawab in i : 

Nama : (1) 

N I P : (2) 

J a b a t a n : (3) 

P E R / L N G K A T D A E R A H / U n i t : (4) 

menya takan dengan sesungguhnya, babwa tugas per ja lanan dinas a tas n a m ^ : 

Nama : (5) 

N I P : (6) 

J a b a t a n : (7) 

PER/tNGKAT D A E R A H / U n i t : (8) 

d ibata lkan a tau t idak dapat d i l aksanakan disebabkan adanya keper luan d inas 
l a innya yang sangat mendesak/penting dein t idak dapat di tunda ya i tu 

(9) 
Sebubungan dengan pembatalan tersebut, pe laksanaan dinas t idak da]>at 
digant ikan oleb pejabat/pegawai negeri Ia in . 

Demik ian sura t pernyataan in i dibuat di^ngan sebenarnya dan apabi la 
d ikemudian bar i ternyata sura t pernyataan in i t idak benar, sa^a bertanggung 
j awab penub dan bersedia diproses sesua i dengan ketentuan b u k u m ya[n^ 
ber laku. 

(10) 

Yang membutat pernyataan 

.(11) 

nuiBttr 
IMBM 

HNG 

am 

f 
WALI KOTA GORONTALO,|<^ 

7 
M A R T E N A. TAHA   

LAMPIRAN XII 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA 

GORONTALO 

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama Senen eeen ani nasa aa KA (1) 

NIP T  ENANLE MN AMENAN NMR ANK KANKER mba (2) 

Jabatan KO ENERENANNS NI PAN APA A KE ANIEmeN di TAS (3) 

PERANGKAT DAERAH/Utnit : seken (4) 

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas atas nama : 

Nama Ko PENANAMAN Na NN NEK aN NEK eRI (5) 

NIP Aan ANA KNN LELE RN NMR An (6) 

Jabatan Ko mena aradnenaANA AAN ASIA (7) 

PERANGKAT DAERAH/Unit :———— seeocococenatananaaanaaaa aa (8) 

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas 
lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat di tunda yaitu 

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan dinas tidak dapat 
digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila 
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung 
jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang 
berlaku. 

WALI KOTA CORONYANOc 

NX 
M EN A. TAHA 

  

s
a
l
 

  

  

  

        K
S



LAMPIRAN X I I I 

P E R / T U R A N WAL I KOTA GORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2023 

T E N I A N G 

P E R J A L A N A N DINAS D I L INGKUNGAN PEMERINTAHAN 

GOR(3NTALO 

S U R A T PERNYATAAN P E M B E B A N A N 
B IAYA PEMBATALAN T U G A S P E R J A L A N A N DINAS5 

NOMOR 

Yang bertanda tangan di bawab in i : 

Nama 

KOTA 

: (1) 

NIP : (2) 

J a b a t a n : (3) 

PER/VNGKAT D A E R A H / U n i t : (4) 

menya takan dengan sesungguhnya, babwa per ja lanan d inas berdasarkan 
Sura t Tugas Nomor : Tanggal dan SPPD Nomor tanggal atae; 
n a m a : 

Nama 

NIP 

J a b a t a n 

.(5) 

.(6) 

.(7) 

P E R V N G K A T D A E R A H / Uni t : .(8) 

D inas d ibata lkan sesua i sura t Pernyataan Pembatalan Tugas Per ja lanan 
Nomor tanggal 

Be rkenaan dengan pembatalan tersebut, b iaya traspor berupa ...(9).... dan 
b iaya penginapan yang telab ter lanjur d ibayarkan atas beban DPA t idak dapat 
d ikembal ikan/refund (sebagian/selurubny a) sebesar Rp...(10) , sebingga 
d ibebankan pada DPA Nomor tanggal PERANGKAT DAEFIAH (11) 

Demik ian sura t pernyataan in i dibuat dengan sebenarny£i dan apapile 
d ikemudian bar i ternyata sura t pernyataan in i t idak benar dan men imbu lkan 
kerugian negara/daerab, saya bertanggung j awab penub dan bersedia 
menyetorkiui kerug ian negara/daerab tersebut ke K a s Negara/E»aerab. 

(12) 

\'ang membutat pernyataan 

(13) 

WAL I KOTA GORONTALO 

^^^^Mfc^EN A. TAHA   

LAMPIRAN XIII 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA 

GORONTALO 

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN 
BIAYA PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS 

NOMOR........ 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama Io ea (1) 

NIP Too aa eksnn (2) 

Jabatan Nasa (3) 

PERANGKAT DAERAH/Unit : oo ekmke ana (4) 

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa perjalanan dinas berdasarkan 
Surat Tugas Nomor : ....... Tanggal...... dan SPPD Nomor ....... tanggal...... atas 
nama : 

Nama asi (5) 

NIP Io ee (6) 

Jabatan 1 oo memesan (7) 

PERANGKAT DAERAH/Unmt : oem (8) 

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya traspor berupa ...(9).... dan 
biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat 
dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp...(10)....... sehingga 
dibebankan pada DPA Nomor ...... tanggal...... PERANGKAT DAERAH......... (11) 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila 
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan 
kerugian negara/daerah, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia 
menyetorkan kerugian negara/daerah tersebut ke Kas Negara/Daerah. 

  

  

  

ak PA MESRA MAKAN ES AKA (13) 

ma | / 
- h 'WALI KOTA soRonTata 

ASSTBN mn Xx) 
  

—
         

an L ain A. TAHA 

5



LAMPIRAN X I V 

P E R A T U R A N W A L I KOTA GORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2023 

T E N T A N G 

P E R J A L A N A N DINAS D I L INGKUNGAN P E M E R I N T A H A N KOTA 

GORONTALO 

D A F T A R PENGELUAF IAN R I I L 

Yang bertanda tangan di bawab in i : 

Nama 

NIP 

J a b a t a n 

PER/vNGKAT D A E R A H / U n i t : 

Be rdasa rkan Sura t Perintab Perjaleinan D inas (SPPD) Nomor....tanggal. 
dengan in i ]rcami menyatakan dengan sesungguhnya babwa : 

1. B i a y a tnmspor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawab in i yang t i d ^ 
dapat diperoleb bukt i -bukt i pengeluarannya , mel iputi : 

No U r a i a n Juimlah 

Ulumlah 

2. J u m l a b uang tersebut pada angka 1 di a tas benar-benar d ike luarkan u n t u l : 
pe laksanaan Per ja lanan D inas d imaksud dan apabi la d ikemudian bEiri 
terdapal; kelebiban atas pembayaran, k a m i bersedia u n t u k menyetorkai]i 
kelebiban tersebut ke K a s Negara/Daerab. 

Demik ian pernyataan in i k a m i buat dengan sebenarnya, un tuk dipergunakjaiji 
sebagaimana mest inya. 

Menyetujui : 

Pejabat Pe laksana Tekn i s Kegiatan 

tempat,tanggal, bulan,tabui|i 

Pe laksana Per ja lanan D inas 

NIP. 

laUEIttT 

am 

BU 

t 

i 

NIP 

WAL I KOTA GORONTALO, 

E N A. TAHA   

LAMPIRAN XIV 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA 

GORONTALO 

DAFTAR PENGELUARAN RIIL 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama PAN aan 

NIP Pa AL 2 Maa AMMY ALAN 

Jabaran Io wan enerMNeKa esa 

PERANGKAT DAERAR/ UE 1 oo .ooooooomooooooococoocm 

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor....tanggal....... : 
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 

1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak 
dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya , meliputi : 
  

No Uraian Jumlah 
  

      Jumlah |   
  

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk 
pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari 
terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan 
kelebihan tersebut ke Kas Negara/Daerah. 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Menyetujui : tempat,tanggal, bulan,tahun 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pelaksana Perjalanan Dinas 

IN NN NIP semau 
  

  

/ WALI KOTA GORONTALO, k | 
k Pama 1 
: g EN A. TAHA 

N 

  

  

       



L / M P I R A N X V 

P E ; R A T U R A N W A L I K O T A G O R O N T A L O 

N O M O R 7 T A H U N 2 0 2 3 

T E ; N T A N G 

P E : R J A L A N A N D I N A S D I L I N G K U N G A N P E M E R I N I ^ A H A N K O ' 

G O R O N T A L O 

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 
31 S E K R E T A R I A T D A E R A H 

Jalan Nani Wartabone No 3 Telp. (0435) 821012 Fax.21001 Gorontalo 96116 

Lembar ke 
Nomor : . . ./SPPD/. 

S U R A T P E R I N T A H P E R J A L A N A N DINAS 
(SPPD) 

Pejabat yang berwenang member ikan perintab 
Nama/Pegawm yang me laksanakan per ja lanan 
dinas 
a. Pangkat dan Golongan 
b. J a b a t a n / I n s t a n s i 
c. T ingkat B i a y a Per ja lanan D inas 
Maksud per ja lanan d inas 
Alat t ransportas i yang d igunakan 
a. Tempat berangkat 
b. Tempat tu juan 
a. L a m a n y a j jer ja lanan d inas 
b. Tanggal be;rangkat 
c. Tanggal b a r u s kembal i/t iba ditempat 
Pemgikut 
1. 
2. 
D s t . . . 

Nama Tanggal lab ir Keterangjui 

P(;mbebenan anggaran 
a. I ns tans i 
b. Rekening belanja 

1 0 Keterangan k i in- Ia in 

D ike lua rkan di 
Tanggal : 

Pejabat yang berwenang member ikan p e r i n t ^ 

EXNKIUT 
DABtth 

lUAG 

Aina 

BU 

f 
I 

INama. . . 
Pangkat 
NIP. . . . 

WAL I KOTA GORONTALO, 

M A R T E N A. TAHA 

LAMPIRAN XV 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA 

GORONTALO 

PEMERINTAH KOTA GORONTALO 
SEKRETARIAT DAERAH 

Jalan Nani Wartabone No 3 Telp. (0435) 821012 Fax.21001 Gorontalo 96116 

  

    

Lembar ke 
Nomor : .../SPPDJ... 

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 
(SPPD) 

  

k
a
 Pejabat yang berwenang memberikan perintah 

  

Nama/Pegawai yang melaksanakan perjalanan 
dinas 
  

a. Pangkat dan Golongan 
b. Jabatan/Instansi 
c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas 
  

Maksud perjalanan dinas 
  

Alat transportasi yang digunakan 
  

a. Tempat berangkat 
b. Tempat tujuan 
  

a. Lamanya perjalanan dinas 
b. Tanggal berangkat 
c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat 
  

Pengikut : Nama Tanggal lahir Keterangan 
1. | 
2. 
Dat ..: 
  

Pembebenan anggaran 
a. Instansi 
b. Rekening belanja 
          Keterangan lain-lain 
  

Dikeluarkan di 
Tanggal : 

Pejabat yang berwenang memberikan perintah 

  

  

  

ASITEN 

| WALI KOTA GORONTALO, k 

  

      — 
    K

A
 

M EN A. TAHA 

me 

 



LAMPIRAN X V I 

P E R A T U R A N W A L I KOTA GORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2023 

T E N T A N G 

P E R J A L A N A N DINAS D I LINGKIUNGAN P E M E R I N T A H A N K O t A 

GORONTALO 

S U l ^ T PERNYATAAN T I D A K MENGGUNAKAN HOTEL/PENGINAPAN 

Yang bertanda tangan d ibawah in i : 
N a m a : 
N I P : 
J a b a t a n : 
P E R A N G K A T D A E R A H / U n i t : 

dengan in i menyatakan atas per ja lanan dinas saya se lama ...( 
ba r i dar i tanggal .... s/d .... Dengan tu juan t idak 
mengj^unakan fasi l i tas botel a t au penginapan la innya . Be rdasa rkan 
Peraturan Wal i Kota Gorontalo Nomor ... T a b u n 2020 tentiing Per ja lanan 
Dinas di L ingkungan Pemerintab Gorontalo, saya mengajukan biaya 
Hotel/penginapan ya i tu sebesar Rp (...bari x Rp x 30%) 

Demik ian sura t pernyataan in i dibuat dengan sebenarnya dan 
apabi la d ikemudian bar i su ra t pernyataan in i tidalc benar dan 
men imbu lkan kerugian keuangan daerab, saya bertanggungjawab penub 
dan bersedia menyetorkan kerug ian keuangan negara/daerab tersebut 
ke K a s Daerab. 

Gorontalo, 20. . . . 
Yang membuat pernyataan 

Nama 
Nip .... 

uue X - > 
una / X 

WALI KOTA GORONTALO, t 

'v ' 
M A R T E N A. TAHA   

LAMPIRAN XVI 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA 

GORONTALO 

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN HOTEL/PENGINAPAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama 

N I P : 
Jabatan : 

PERANGKAT DAERAH/Unit : 

dengan ini menyatakan atas perjalanan dinas saya selama ...(.......... ) 

hari dari tanggal .... s/d .... Dengan tujuan Le... tidak 

menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya. Berdasarkan 

Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor ... Tahun 2020 tentang Perjalanan 

Dinas di Lingkungan Pemerintah Gorontalo, saya mengajukan biaya 

Hotel/ penginapan yaitu sebesar Rp............. (..hari x Rp. ......... x 3070) 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan 

apabila dikemudian hari surat pernyataan ini tidak benar dan 

menirnbulkan kerugian keuangan daerah, saya bertanggungjawab penuh 

dan bersedia menyetorkan kerugian keuangan negara/daerah tersebut 

ke Kas Daerah. 

Gorontalo: sumenewwan DM... 

Yang membuat pernyataan 

  

—
 

  

/   

    

          

 



LAMPIRANl X V I I 

P E R A T U R V N WAL I KOTA GORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2023 

T E N T A N G 

P E R J A L A N A N DINAS D I L INGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA (3ORONTAL0 

RINCIAN B IAYA P E R J A L A N A N DINAS 

LAMPIRAN SPPD NOMOR : 

TANGGAL 

NO PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN 

1 
2 
3 
4 
5 

Terbi lang 

Te lab dibayar se jumlab 

Rp 

Bendabara Pengeluaran 

tempat,tanggal, bulan, tabun 

Telab mener ima uang sebesar 

Rp 

Yang mener ima 

NIP. NIP. 

P E R H T U N G A N B IAYA SPPD RAMPUNG 

Ditetapkan sejumleib 

Yang telab dibayar semula 

S i s a Kurang/Leb ib 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Pengguna/Kuasa Anggaran 

FOUEUT 

HUE 
HU 

una 

NIP. 
/ W A L I K O T A G O R O N T A L O 

E N A. TAHA 

LAMPIRAN XVII 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA GORONTALO 

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS 

LAMPIRAN SPPD NOMOR 

  

  

      
  

TANGGAL 

NO PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN 

1 

2 

3 
4 

5 

Terbilang     
Telah dibayar sejumlah 

.ococoocorcocanuaususunasuannsusaussasanuauanuaaaaua 

tempat,tanggal, bulan,tahun 

Telah menerima uang sebesar 

..ooocccococcomoreususunusususunsuasuanususuun 

  

  
PERHTUNGAN BIAYA SPPD RAMPUNG 

Ditetapkan sejumlah 

Yang telah dibayar semula 

Sisa Kurang/Lebih 

  

  

  

  

:
 

M
R
 

        

oo ocococooocaKanuuuuusuartanuansana 

MEP penanganan 
WALI KOTA GORONTALO, f 

AN 
MARTEN A. TAHA 

 


